
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR .5.5, TAHUN 2023 
TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi 
lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru 
terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai 
perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, Serta 
mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit di 
Provinsi Sumatera Selatan yang berkelanjutan, maka perlu 
adanya Rencana Aksi _Daerah Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang, perencanaan perkebunan 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya 
dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran 
serta masyarakat_ untuk memberi arah, pedoman, dan alat 
pengendali pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan 
perkebunan, maka pemerintah daerah perlu menyusun 
Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hunif a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Gubemur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan 
Kelapa Sawit Berkelanjutan; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

A Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143) Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem 
Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
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8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6865); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5957); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 ten tang 

penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900); 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 

tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); \ t, 
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14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa 
Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377); 

15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 
2016-2036 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Tahun 2016 Nomor 11); 

17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3); 

18. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi Dinas 
Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah 
Tahun 2016 Nomor 53); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian, Definisi, clan Singkatan 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi 

Sumatera Selatan. 
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera 

Selatan. 
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang 
mendukung pelaksanaan aksi dan menjalankan fungsi 
koordinasi. 

6. Mitra pendukung adalah lembaga yang memberikan 
kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi 
lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi. '\ �/ 
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7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber 
daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat 
dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran 
terkait tanaman perkebunan. 

8. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang 
menghasilkan barang dan/ a tau jasa perkebunan kelapa 
sawit. 

9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau 
perusahaan perkebunan yang mengelola usaha 
perkebunan. 

10. Peke bun adalah orang perseorangan Warga Negara 
Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan 
skala usaha kecil kurang dari 25 ha (dua puluh lima 
hektar). 

11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang 
berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia 
dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola 
usaha perkebunan dengan luas 25 ha {dua puluh lima 
hektar) atau lebih. 

12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(Indonesian Sustainable Palm Qi� yang selanjutnya 
disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan 
kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah 
lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

13. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian 
kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang 
berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa 
produk dan/ atau tata kelola perkebunan kelapa sawit 
telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. 

14. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk 
oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan 
penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi 
Sumatera Selatan. 

15. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB 
adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan 
berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan 
produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas 
kelapa sawit Sumatera Selatan dengan memperhatikan 
aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 
(1) Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk 
meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam 
mencapai tujuan pembangunan kelapa sawij 
berkelanjutan sesuai dengan kewenangan. 

\ �/ 
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(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan 

pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan 

pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 

Provinsi. 

Pasal 3 

RAD-KSB dituangkan dalarn bentuk 5 (lima) komponen yaitu: 

a. penguatan data; 

b. penguatan koordinasi dan infrastruktur; 

c. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta 

percepatan peremajaan; 

d. pengelolaan clan pemantauan lingkungan; 

e. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; 

f. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO; dan 

g. peningkatan akses pasar produk-produk kelapa sawit. 

BAB II 

SISTEMATIKA RAD-KSB 

Pasal 4 

(1) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB III 

BABIV 

: INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

: PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI 

:PENUTUP 

(2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB III 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

PERKEBUNAN KELAPA SA WIT BERKELANJUTAN 

Pasal 5 

Strategi pembangunan Perkebunan Kelapa 

Berkelanjutan Provinsi, meliputi: 

sawit 

a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan 

perkebunan kelapa sawit berkelanjutan; 

b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk 

optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka 

panjang sekaligus menjaga kelestarian alam; 

d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun 

dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan 

tepat guna; 

e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang 

memberijaminan berusaha di sektor perkelapa sawiti:r �/ 
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f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa 
sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan 
perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya; 

g. membangun keterbukaan akses terbadap informasi, 
pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun; 

b. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis 
dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan 

1. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas 
lembaga/ sektor untuk pembangunan daerah secara 
optimal. 

Pasal 6 
Arab kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan difokuskan kepada: 
a. penumbuhan (peningkatan produksi tanaman), yaitu 

peningkatan produktivitas melalui program intensifikasi 
dan peremajaan tanaman tua dan rusak; 

b. pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus 
tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul 
bersertifikat; dan 

c. pemantapan, yaitu 
peningkatan mutu 
turunan dan olaban. 

penguatan koorporasi petani, 
basil dan pengembangan industri 

BAB IV 
PELAKSANAAN RAD-KSB 

Pasal 7 
(1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh 

tim pelaksana daerab, yang terdiri dari: 
a. Dinas; 
b. Perangkat Daerah Pelaksana; 
c. Mitra Pendukung; 
d. Pelaku U saha; dan 
e. Para pihak terkait perkebunan kelapa sawit serta 

dapat mengikutsertakan peran masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3) Untuk membantu tim pelaksana daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat tim 
pelaksana daerah yang berkedudukan di Dinas. 

(4) Gubernur melaksanakan RAD-KSB melalui Dinas. 
(5) Dinas melaporkan basil pelaksanaan capaian RAD-KSB 

kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan 
atau sewaktu-waktujika diperlukan. 

\ V, 
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BAB V 
PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 
penempatannya 
Selatan. 

Diundangkan di Palembang 

pada tanggal :2; · �3e."'1.ber 2J2; 
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINS! SUMATERA SELATAN, 

�-3 � 
S.A SUPRIONO 

orang mengetahuinya, memerintahkan 

Peraturan Gubernur m1 dengan 
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Ditetapkan di Palembang 

pada tanggal 2J :1 e b3r 2 )23✓ 

Pj . GUBERNUR S A'E RA SELATAN 

BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR ;;�" 



LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR �3' TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 

Dokumen 

Rencana Aksi Daerah 

KELAPA SAWIT 
BERKELANJUTAN 
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GLOSARIUM 

BPDPKS : Sadan Pengelola Dana Per1<ebunan Kelapa Sawit 

CPO : Crude Palm Oil (minyak kelapa sawit mentah) 

GAP : Good Agriculture Practice (praktik pertanian yang baik} 

Gender : Sebuah konstruksi sosial atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang melakukan 
pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan 
perempuan berdasar1<an cara pandang norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan 
masyarakat 

GGP : Green Growth Plan {Pertumbuhan Ekonomi Hijau) 

HGU : Hak Guna Usaha 

ISPO : Indonesian Sustainable Palm Oil (sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 
Indonesia) 

KUO : Koperasi Unit Desa 

KHG : Kawasan Hidrologis Gambut 

Petani plasma : Petani yang merupakan rekanan perusahaan inti sebagai bagian dari kewajiban perusahaan 
untuk membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal 
kebun yang diusahakan oleh perusahaan 

Petani swadaya : Petani yang dengan inisiatif dan biaya sendiri membuka dan mengelola lahan secara 
mandiri, tidak terkait dengan perusahan tertentu 

PDRB 

PMKS 

PSR 

Replanting 

RPPEG 

RTRW 

STDB 

TBS 

TBM 

TM 

TTM 

TR 

: Produk Domestik Regional Bruto 

: Pabrik Minyak Kelapa Sawit 

: Peremajaan Sawit Rakyat 

: Penanaman kembali terhadap komoditas tanaman yang sebelumnya diusahakan 

: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

: Rencana Tata Ruang Wilayah 

: Surat Tanda Daftar Budidaya 

: Tandan Buah Segar 

: Tanaman Belum Menghasilkan 

: Tanaman Menghasilkan 
: Tanaman Tidak Menghasilkan 

: Tanaman Rusak 
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Bab 1 -------------------------

PENDAHULUAN 

• Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit 
terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pu/au Sumatera (Ditjenbun, 2021 ). 

• Totalluastutupanlahankelapasawitmencapai 1,4 juta hektar, dimanaareaterbesarterdapat di Kabupaten 
Musi Banyuasin, seluas 456.317 hektar, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 hektar. 

• Komitmen pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Se/atan telah tertuang dalam: (i) 
RPJMD, (ii) Renstra Disbun, dan (iii) Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGP). Sebagai salah satu 
komoditas strategis wilayah, Provinsi Sumatera Selafan berkomitmen penge/olaan kebun secara Jestari 
melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Ke/apa Sawit Berke/anjutan Provinsi Sumatera Selatan 
periode 2023-2027. 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Kelapa Sawit 

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. 
Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas 
tutupan lahan kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai 16.381.959 ha (Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019). Dengan luasan tersebut, kelapa sawit memberikan kontribusi 
terhadap PDB Nasional sebesar 3,5% dan mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang (Kemenko 
Perekonomian, 2020). Tingginya kontribusi komoditas sawit tidak terlepas dari meningkatnya kinerja 
ekspor yang berasal dari crude palm oil (CPO) atau dikenal dengan nama minyak sawit mentah dan ragam 
produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical. Namun demikian, industri kelapa sawit nasional 
masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. 

Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat 
dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Konsep pembangunan kelapa sawit berkelanjutan berangkat 
dari prinsip 5P (people, planet, prosperity, peace dan partnership). People atau manusia, pembangunan dan 
pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan diharapkan dapat bermanfaat bagi sebesar-besamya 
kesejahteraan petani kelapa sawit dan pemangku kepentingan terkait. Planet atau bumi, budidaya dan tata 
kelola perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prosperity 
atau kemakmuran, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan hendaknya mampu mewujudkan 
kesejahteraan petani kelapa sawit, termasuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan 
keluarga petani. Peace atau perdamaian, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus dapat 
memastikan bahwa lahan tempat budidaya kelapa sawit merupakan lahan yang benar dan sah, tidak silang 
sengketa, serta tidak berada pada kawasan hutan. Terakhir, partnership atau kemitraan, petani kelapa sawit 
yang dapat mengoptimalkan kemitraan dengan pemerintah, swasta (termasuk pabrik kelapa sawit), serta 
lembaga pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit 
yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan tentunya 
membutuhkan tahapan transformasi yang melibatkan para pihak (Gambar 1 . 1 )  

Dokumen Rencana Aksi Daerah 
Kelaoa Sawit Berkelaniutan 
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Gambar 1.1 Tahapan menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Khatun, Reza, Moniruzzaman, & Yakoob, 2017) 

Terbitnya lnstruksi Presiden (lnpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa 
Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 201 9-2024 merupakan momentum penting bagi semua pihak untuk 
meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak dalam perbaikan tata kelola sawit 
secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pembangunan perkebunan kelapa 
sawit, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, 
pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, dan peningkatan diplomasi serta percepatan 
pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. RAN KSB menginstruksikan kepada para 
Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai 
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. 

Dalam rangka menjamin pelaksanaan lnpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan 
kelapa sawit berkelanjutan diintegrasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional yang 
tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 daerah menyusun dan menerapkan rencana aksi 
daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024. RPJMN Tahun 2020-2024 juga 
menyebutkan adanya prioritas program berupa peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di 
sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator pertumbuhan PDB pertanian. Selanjutnya RPJMN Tahun 2020-
2024 juga menyebutkan adanya kegiatan prioritas berupa peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, 
kemaritiman, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir, yang indikatornya peningkatan produksi kelapa sawit. 
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan sektor pertanian, salah satunya adalah pembangunan 
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. 

Di tingkat daerah, lnpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menyusun dokumen Rencana 
Aksi Oaerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan 
daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan 
para pihak terkait (forum multipihak). Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi prioritas dalam 
RPJMN untuk menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. 

Dokumen Rencana Aksi Daerah 
Kela pa Sawit Berkelanjutan 
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Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit 
terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021). 
Total luas tutupan lahan kelapa sawit mencapai 1,4 juta ha, dimana area terbesar terdapat di Kabupaten Musi 
Banyuasin, seluas 456.317 ha, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 ha. Berdasarkan 
statistik perkebunan, produksi kelapa sawit pada tahun 2021 dapat mencapai 4.388.731 ton. Sebagai 
salah satu komoditas strategis wilayah, maka Provinsi Sumatera Selatan sudah selayaknya merencanakan 
pengelolaan kebun secara lestari melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam demi 
kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun komitmen ini 
tertuang ke dalam: (i) rencana pembangunan jangka menengah daerah {RPJMD) untuk meningkatkan 
produktivitas komoditas strategis, salah satunya adalah kelapa sawit, melalui pengelolaan sumber daya 
alam secara berkelanjutan; (ii) rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau (green growth plan - GGP) 
dengan strategi pengelolaan komoditas unggulan termasuk sawit melalui tata kelola lahan, peningkatan 
produktivitas, diversifikasi, perbaikan rantai nilai, dan pembagian manfaat yang adil; dan {iii) rencana strategis 
Dinas Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui intensifikasi, optimalisasi, dan 
stabilitas harga. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah kebun 
yang memiliki sertifikat ISPO. Saat ini, terdapat 63 perusahaan ketapa sawit yang memiliki sertifikat ISPO di 
Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022). 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun beberapa kebijakan terkait pengetolaan kelapa 
sawit berkelanjutan, salah satunya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 tentang Rencana lnduk 
Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan yang disusun pada tahun 2017. Program rencana 
induk pertumbuhan ekonomi hijau sangat selaras dan bersinergi dengan program RAN KSB yang diturunkan 
menjadi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah 
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. 
Kebijakan ini menegaskan bahwa pembukaan lahan tanpa bakar untuk budidaya merupakan langkah dini 
pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan. 

Penyusunan RAD KSB merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau yang sudah 
dirancang Provinsi Sumatera Selatan. RAD KSB di tingkat provinsi nantinya akan dilanjutkan dengan inisiatif 
di tingkat kabupaten/kota. Melalui perencanaan yang sistematis dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, 
diharapkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan menjadi gerakan yang masif dan berkesinambungan. 

1.3. Keadaan Umum dan Isu Strategis 

1.3.1. Keadaan Umum 

Luas ctaa persebaraa perkebunan kefapa saw;t cfi Pcovinsi sumatera Sefatan 

Luasan tutupan perkebunan kelapa sawit secara nasional pada tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan tren 
pertumbuhan positif. Peningkatan luas lahan kelapa sawit juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, terutama 
pada tahun 2016-2019 {Gambar 2.1 ). Direktorat Jenderal Perkebunan rnengklasifikasikan kebun kelapa sawit 
sebagai: (1)  perkebunan rakyat; (2) perkebunan negara; dan (3) perkebunan swasta. Arahan program dari 
RAN KSB ditujukan untuk keseluruhan tata kelola perkebunan kelapa sawit, dengan titik berat pada perkebun 
rakyat, yang berjumlah sekitar 6.940.000 ha pada tingkat nasional. 

Dokurnen Rencana Aksi Daerah 
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Gambar 2.1. Luas kelapa sawit nasional dan Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (ribu ha) 

Nasional 

■ Sumatera Selatan 

(Sumber data: BPS, 2021 (luas kelapa sawit nasional dan luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2016-2018); Din as 
Perkebunan Sumatera Selatan, 2021 (luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2019-2021)) 

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit 
terluas di Indonesia, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 
2021). Sekitar 13,34% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tutupan perkebunan kelapa 
sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 1 .233.264 ha (Tabel 
2.1 ). Dari luasan tersebut, sekitar 658.504 ha atau 54, 18% merupakan perkebunan sawit rakyat. Kabupaten 
Musi Banyuasin, Ogan Komering llir, dan Banyuasin secara berturut-turut merupakan kabupaten dengan 
perkebunan kelapa sawit terluas di Sumatera Selatan. 

Tabel 2.1 . Luas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Se!atan (ha) 

2. Ogan Komering llir 
3. Muara Enim 
4. Lahat 
5. Musi Rawas 
6. Musi Banyuasin 
7. Banyuasin 
8. Ogan Komering Ulu Selatan 
9. Ogan Komering Ulu Timur 
10. Ogan llir 
1 1 .  Empat Lawang 
12. Penukal Abab Lematang llir (PALI) 
13. Musi Rawas Utara 
14. Palembang 
15. Prabumulih 
16. Pagar Alam 
17. Lubuk Linggau 

Sumatera Selatan 

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 

Dokumen Rencana Aksi Daerah 
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1.223.374 1.221.374 1.233.264 1.245.767 
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Permasalahan pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan cukup kompleks karena bersifat lintas 
sektor. Terkait data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur, teridentifikasi bahwa Provinsi Sumatera Selatan 
belum memiliki mekanisme pendataan pekebun kelapa sawit yang baku. Saat ini, Dinas Perkebunan Provinsi 
Sumatera Selatan menggunakan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebagai dasar inventarisasi pekebun 
kelapa sawit rakyat. Namun demikian, belum semua pekebun kelapa sawit rakyat mendapat STDB karena 
cakupan area yang cukup luas. Selain itu, saat ini data mengenai perkebunan kelapa sawit masih terpaku 
pada data tabular tanpa informasi geospasial. Tidak adanya informasi keruangan, membuat Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan kesulitan dalam identifikasi area perkebunan kelapa sawit dalam tata ruang daerah, 
akibatnya masih terjadi alih guna lahan menjadi kelapa sawit di luar peruntukkan rencana tata ruang daerah. 

Saat ini, hanya ada satu sumber peta tutupan lahan kelapa sawit yang bersumber dari Kementerian Pertanian. 
Berdasarkan peta tersebut, luasan tutupan lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan diketahui seluas 
1.467.676 ha (Tabel 2.2). Terdapat perbedaan antara luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan inventarisasi 
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan peta tutupan lahan kelapa sawit yang diterbitkan oleh 
Kementerian Pertanian. Selisih luasan tersebut mencapai 234.412 ha. 

Apabila ditinjau berdasarkan peruntukkan ruang dalam RTRWP, luas tutupan lahan kelapa sawit yang 
terdapat dalam kawasan perkebunan seluas 1.005. 734 ha. Luas kebun kelapa sawit eksisting lebih tinggi dari 
luas tutupan lahan sawit yang terdapat pada pola ruang perkebunan. Kondisi ini mengindikasikan tutupan 
lahan sawitjuga terdapat pada pola ruang lain terutama pertanian (181.904 ha) dan permukiman (31.715 ha). 
Hal yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu keberadaan perkebunan sawit pada kawasan hutan, terutama hutan 
produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. 

Berdasarkan pengolahan peta kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan peta 
tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian, tutupan lahan kelapa sawit yang terdapat di kawasan 
hutan seluas 204.811 ha (Tabel 2.3). Adanya perbedaan data luasan perkebunan kelapa sawit turut 
memengaruhi persebaran perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan dan inventarisasi 
area perkebunan kelapa sawit dengan skala yang lebih detail. Selain itu, pemetaan luas perkebunan kelapa 
sawit yang berada pada area berkonflik juga perlu dilakukan sebagai dasar untuk menyusun strategi 
rekonsiliasi. 

Dokumen Rencana Aksi Daerah 
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Tabel 2.2 Luas tutupan lahan kelapa sawit dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan (ha) 

7.484 
Kota Lubuk Linggau 12 - 1.010 19  
Kola Pagar Alam - - - - - 30 -
Kola Palembang - 14S - 6 292 
Kota Prabumulih 132 - 553 704 
Lahal - 2.130 3 - - - - 49.277 2.480 
Muara Enim - 1.577 3.176 10.881 - 1 15 54.855 1.137 
Musi Banyuasin 123 27.431 6.317 78.77'1 12.186 33 - 291.097 10.749 
MusiRawas 3 3.682 210 1 1 .803 - 68.397 1.586 
Musi Rawas Utara 10 866 942 8.190 - - 2 - 48.448 675 
Ogan llir 1 1  463 3 - 18.079 1.677 
Ogan Komering llir 75 454 29.184 1 1  15 6.290 175.982 5.383 
Ogan Komering Ulu - 8.058 2.798 - - - 31.510 56 
Ogan Komering Ulu 25 11C 9 - - - 1 .627 62 
Selalan 
Ogan Komering Ulu I -l -l -l 4661 -l -l -I -l -I 1 1 .7841 791 
Timur 
Penukal Abab I � � � 1.82� � 41� � � � 25.2551 11 

Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 (diolah) 

- - - - 1.049 
- 4 - - 34 
- 21 - - 468 

26 - - 1.415 
- 512 - - 54.402 
- 2.299 - - 73.941 
- 28.721 - 154 456.317 
- 4.407 - - 90.322 
- 9.981 - - 69.122 
- 2.095 - - 22.328 
- 54.798 - - 272.246 
- 8 - - 42.430 

20 - - - 1.853 

40181 1.9761 -
I - I  18.443 

-1 1.7691 -1 -1 29.275 
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Tabel 2.3 Luas area kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan (ha) 

Empat Lawang 
Kota Lubuk Linggau 

- -- - -- -· - -

Kota Prabumulih 
Lahat 
Muara Enim 
Musi Banyuasin 
Musi Rawas 
Musi Rawas Utara 
Ogan llir 
Ogan Komering llir 
Ogan Komering Ulu 
Ogan Komering Ulu 
Selatan 
Ogan Komering Ulu 
Timur 
Penukal Abab Lematang 
llir 

12 

471 

8.09 

2 

- 7 -

5.10 1 2  

Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan peta kawasan hutan Balai Besar Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan (diolah) 
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Perkebunan kelapa sawit di ekosistem aambut 

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tanah mineral dan gambut. Berdasarkan peta Kawasan 
Hidrologis Gambut (KHG) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 
tutupan lahan kelapa sawit tersebar di 30 KHG dengan luas mencapai 471.717 ha (Tabel 2.4). Tutupan lahan 
kelapa sawit terdapat di fungsi lindung (259.306 ha) maupun di fungsi budidaya ekosistem gambut (212.41 1 
ha). Tutupan lahan kelapa sawit terutama terdapat di KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur (56.048 ha), 
KHG Sungai Burnai-Sungai Sibumbung (51.537 ha), dan KHG Sungai Sembilang-Sungai Lalan (46.211 ha). 
Pengelolaan kebun kelapa sawit di kawasan gambut perlu dilakukan dengan memperhatikan karakteristik 
ekosistem gambut untuk mencegah kerusakan gambut seperti subsidensi, pengeringan, dan kebakaran. Salah 
satu pola perkebunan sawit yang disarankan untuk kawasan gambut yaitu menggunakan sistem agroforestri. 
Pengelolaan perkebunan sawit di kawasan gambut juga diatur melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan. 

Kebakaran gambut merupakan permasalahan pengelolaan gambut yang masih terjadi hingga saat ini. Salah 
satu penyebab kebakaran adalah pembukaan lahan dengan membakar oleh petani. Kejadian kebakaran hutan 
dan lahan di Provinsi Sumatera Setatan menjadi permasalahan berutang setiap tahun. Menurut data Dinas 
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 310 desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar 
di 5 kabupaten. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, namun turut 
berdampak buruk terhadap kesehatan dan pendidikan. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi sorotan 
pemerintah nasional karena memberikan dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk mencapai target 
penurunan emisi GRK sesuai Nationally Determined Contribution (NOC). Untuk mengantisipasi kebakaran 
gambut, pemerintah perlu meningkatkan adopsi metode penyiapan lahan tanpa bakar dalam pengelolaan 
kebun sawit berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 
pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

Tabel 2.4 Sebaran tutupan lahan kelapa sawit di area gambut Provinsi Sumatera Selatan (ha) 

Nama KHG lndikatif Fungsi lndikatif Fungsi Total Lindung E.G. Budidaya E.G. 
KHG Aek Musi - Sungai Upang 1 0,76� 3,85L 14,61� 
KHG Aek Sebatik-Aek Musi 7,651 4,60� 12,25E 
KHG Sungai Air Hitam Laut -Sungai Buntu Kecil 2,17'. 99, 3,1m 
KHG Sungai Lalan - Sungai Merang 1 3,88( 17, 15� 31 ,03� 
KHG Sungai Merang - Sungai Ngirawan 4,487 6,42E 10,91, 
KHG Sungai Medak - Sungai Lalan 9,95S 6,09E 16,05� 
KHG Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang 2,30C 3,52.11 5,82L 

KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan 20,45f 25,75: 46,211  

KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan 12,16<1 6,341 18,50' 

KHG Air Banyuasin - Sungai Musi 6,492 4,96� 1 1 ,45E 
KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan 13,44� 17,98-< 31,42! 

KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan 5,34( 82� 6,16 

KHG Sungai Musi - Sungai Saleh 3,86( 2,76f 6,631 

KHG Air Banyuasin -Air Lalang 1 7,351 26,20( 43,55� 

KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur 30,051 25,99� 56,04� 

KHG Sungai Penimpahan -Sungai Air Hitam 2,19! 2,55, 4,75( 

KHG Sungai Alur - Sungai Lintang 1,51� 1 ,30C 2,8H 

KHG Sungai Kalumpang 1,3m 363 1 ,67� 

KHG Sungai Musi - Sungai Rawas 2,13� 2,30E 4,44� 

KHG Sungai Rumpit - Sungai Rawas 8,46, 5,86€ 14,32f 

KHG Sungai Saleh -Sungai Batanghari 1 ,57f 5,341 6,92� 
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Nama KHG lndikatif Fungsi lndikatif Fungsi 
Total Lindung E.G. Budidaya E.G. 

KHG Sungai Musi -Sungai Empasan 7,291 6,14t 13,43i 
KHG Sungai Musi -Sungai Penu 7,10i 5,75� 12,86! 
KHG Sungai Musi - Sungai Blidah 3,71E 1 ,80E 5,52: 
KHG Sungai Penu - Sungai Abah 3,481 1,42( 4,901 
KHG Sungai Musi -Sungai Aek Lematang 1 1 ,08€ 2,84� 13,93: 
KHG Sungai Bumai -Sungai Sibumbung 39,30! 12,22� 51,53; 
KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba 2,85L 5,001 7,85� 
KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji 6,81� 5,90E 12,721 
KHG Sungai Beberi -Sungai Way Mesuji 5( 85 13� 
Total 259,306 212,411 471 ,717 

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor 130/MENLHK/SET JEN/PKL.0/2/ 2017 dan Peta Tutupan Kelapa Sawit 
Kementerian Pertanian 2019 (diolah) 

Peningkatan kapasitas peJ<ebun swadava 

Demi memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan 
pendamping yang membantu para petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan. Dalam 
hal ini, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki penyuluh perkebunan yang berjumlah 14 orang dengan skerna 
Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL-PP) dan 220 orang dengan skerna Tenaga Pendamping 
Peningkatan Produksi Perkebunan (TPPP). Dikarenakan luas area kebun kelapa sawit yang cukup luas, jumlah 
tenaga penyuluh yang ada saat ini masih kurang untuk dapat mendampingi petani kelapa sawit. Hal ini juga 
menjadi salah satu faktor rendahnya adopsi praktik pertanian yang baik. Selain itu, penyebaran petani kelapa 
sawit yang cukup jauh menyebabkan infonnasi mengenai mekanisme bantuan yang diberikan oleh pemerintah 
menjadi tidak merata sehingga banyak petani kelapa sawit yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. 

Pemerintah dan perkebunan negara dapat terlibat dalam usaha sinergi untuk memberikan bimbingan, arahan, 
advokasi, dan pembinaan kepada pekebun swadaya dan mandiri. Salah satu program pembinaan pekebun 
kelapa sawit swadaya adalah program penanaman kembali (replanting) dengan pembiayaan sebesar Rp 
25.000.000 per ha. Pembiayaan bersumber dari dana Sadan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS). Program 
replanting pertama kali dilakukan di tahun 2017 pada lahan seluas 4.400 ha di Desa Panca Tunggal, Kecamatan 
Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. 

1 .3.2. lsu Strategis 

Permasalahan pada pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan dipetakan berdasarkan kondisi 
eksisting dan masukan berbagai pihak (Gambar 2.2). Kemudian dilakukan diskusi dengan panel ahli untuk 
merumuskan isu strategis. lsu-isu strategis terkait dengan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 
2023-2027 adalah sebagai berikut: 

1. Pembukaan lahan (/and clearing) tanpa bakar 
Pembukaan lahan tanpa bakar rnerupakan upaya untuk mengurangi risiko kebakaran yang sulit untuk 
dipadamkan serta polusi udara akibat praktik membuka lahan dengan cara membakar. 

2. Ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat 

Salah satu praktik baik (best practice) dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit adalah adanya 
ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan artinya 
tersedia di banyak tempat (instansi atau unit usaha pernbibitan) dan tidak harus mengantre 
dalam waktu yang lama. 
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Perkebunan kelapa sawit agar rnenghasilkan produksi tandan buah segar (TBS) yang optimal 
diperlukan pernupukan yang mernenuhi kebutuhan tanarnan kelapa sawit sesuai lahan, urnur dan 
topografinya. Sebelurn dilakukan pernupukan perlu dilakukan pernbersihan piringan tanarnan kelapa 
sawit, perlu penekanan gulrna dan perlu perawatan secara standar, untuk itu diperlukan standar 
tata kelola dan tata budidaya. Salah satu upaya peningkatan standar tata kelola dan budidaya adalah 
rnelalui sertifikasi ISPO. Saat ini, realisasi ISPO di Provinsi Surnatera Selatan baru rnencapai 63 
perusahaan kelapa sawit. Sertifikasi ISPO rnerupakan upaya untuk mernastikan praktik yang dilakukan 
oleh perkebunan dilakukan secara berkelanjutan. 

4. Pembukaan kebun kelapa sawit di area kawasan hutan dan gambut 
Masyarakat pekebun yang rnernbuka perkebunan kelapa sawit di area kawasan hutan dan area 
gambut rnenjadi salah satu pemicu sengketa lahan. 

s. Penanganan sengketa lahan 
Sengketa lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit mungkin terjadi baik antar perusahaan 
perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan rnasyarakat, antar rnasyarakat, antara pernerintah 
dengan rnasyarakat. Selain itu, terdapatpermasalahan mengenai masyarakatyang secara sengaja atau 
tidak sengaja rnernbangun kebun kelapa sawit di kawasan yang dilindungi misalnya hutan lindung 
atau hutan suaka dan kawasan lahan/hutan yang tidak dapat dikonversi. Oleh karena itu diperlukan 
langkah-langkah untuk mediasi dan rnenyelesaikan sengketa lahan/hutan untuk kemaslahatan 
bersama. 

6. Penanganan Hilirisasi Kelapa Sawit 
Hilirisasi rnerupakan strategi untuk meningkatkan nilai tarnbah kornoditas. Melalui proses hilirisasi, 
ekspor komoditas tidak hanya ditujukan untuk bahan baku atau crude palm oil (CPO), tetapi berupa 
barang jadi seperti minyak goreng, biodiesel, biobenzen, dan produk turunan lainnya. Untuk 
rnemproduksi rninyak goreng dan variasinya perlu pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk 
menghasilkan produk antara CPO. Sementara itu, untuk rnenghasilkan biodiesel dan biobenzen 

diperlukan pernbangunan pabrik industri minyak tanaman untuk menghasilkan Industry Vegetable 

Oil (IVO). lnisiasi hilirisasi kelapa sawit dapat mengurangi kerentanan petani terhadap fluktuasi harga 
TBS. Harga kelapa sawit yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan seringkali tidak diber1akukan 
di lapangan karena pabrik memiliki mekanisme tersendiri dalam membeli TBS kelapa sawit. Salah 
satu intervensi yang dapat dilakukan yaitu pendirian mini mill yang berbasis perkebunan kelapa sawit 
rakyat atau pekebun. Pemanfaatan produk turunan berbasis petani kecil (smallholder) diharapkan 
dapat dilakukan melalui korporasi petani sawit. 

7. Akses Dana Penanaman Kembali (Replanting) Kebun Kelapa Sawit 
Para pekebun kelapa sawit mandiri dikarenakan luasan areal perkebunannya yang kecil dan terbatas, 
sering mengalami kesulitan pendanaan pada saat akan melakukan replanting. Hal ini masih menjadi 
permasalahan yang krusial bagi pekebun kelapa sawit. Untuk itu perlu instansi sumber pendanaan 
seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) dan perbankan untuk membuka 
akses pendanaan replanting kebun kelapa sawit. 

8. Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Usaha Tani Kelapa Sawit 

Perempuan memiliki keterlibatan yang cukup tinggi dalam pengelolaan sistem usaha tani kelapa 
sawit, terutama untuk perkebunan rakyat (pekebun swadaya). Berdasarkan penelitian ICRAF (2020) 
pada 36 desa di Sumatera Selatan, untuk sistem usaha tani rnonokultur, perempuan umurnnya terlibat 
pada proses pembibitan dan penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, serta pemanenan. 
Perempuan juga tidak jarang turut andil dalam proses pembukaan dan penyiapan lahan. Pada sistem 
pertanian agroforestri peran perempuan lebih tinggi dibanding pada sistem pertanian monokultur. 
Peran perempuan dan laki-laki hampir setara pada sistem usaha tani sawit agroforestri. Walaupun 
perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sistem usaha tani sawit, pelibatan 
perempuan dalam pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan masih sangat minim. Kelompok perempuan 
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umumnya dilibatkan dalam pengelolaan produk turunan kelapa sawit dalam bentuk industri rumah 
tangga. Petani perempuan, terutama perempuan kelapa keluarga, perlu dilibatkan dalam pembinaan 
pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Pembinaan kelembagaan dan bantuan juga perlu dialokasikan 
untuk kelompok tani perempuan. Kelompok perempuan dapat dibina secara lebih intensif untuk 
pengelolaan sawit agroforestri melihat keterlibatan perempuan yang cenderung lebih tinggi pada 
sistem usaha tani sawit agroforestri dibanding sawit monokultur. 
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Gambar 2.2 Rekapitulasi hasil diskusi permasalahan dengan pemangku kepentingan 

1.4. Maksud, Tujuan, dan sasaran RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan 

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2023-2027 dimaksudkan untuk: 

a. Memberikan arahan dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan 
sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di 
Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Menyediakan instrumen untuk membantu pemantauan (monitoring) dan evaluasi kegiatan-kegiatan 
pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. 
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Tujuan penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 adalah: 

a. Melaksanakan lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan 
Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. 

b. Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan yang 
lebih terarah dan terintegritasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku 
kepentingan. 

c. Mewujudkan visi dan misi Gubemur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2024, khususnya di bidang 
pembanguan pertanian dan perkebunan kelapa sawit. 

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-
2027 yaitu: 

a. T erwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi 
Sumatera Selatan; 

b. Terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang komprehensif berkelanjutan, melalui: 

1 .  Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; 
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan; 
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 
4. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; 
5. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa 

sawit. 

Dalam penyusunan dokumen RAD KSB Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 mengacu 
pada beberapa prinsip yaitu: 

a. lntegrasi 
RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke 
dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait. 

b. Sinkronisasi 
RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan 
bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender. 

c. Partisipasi 
RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi 
para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. 

1.5. Dasar Hukum 

Landasan hukum bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi 
Sumatera Selatan periode 2023-2027 adalah sebagai berikut: 

1 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024; 
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit 

Berkelanjutan Indonesia; 
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5. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
PembangunanNasional; 

6. lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan 
KelapaSawit Berkelanjutan Tahun 201 9 - 2024; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi 
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; 

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang 
Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Tahun201 9 -2024; 

1 1 .  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, 
Validasi, dan lnventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Daerah; 

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tahun 2022 tentang Panduan 
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 7  tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 1  tahun 2016 tentang Rencana Tata 
RuangWilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2026; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan 
danSusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana 
PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023; 

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana 
lndukPertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan; 

18. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 438 tahun 2022 tentang 
Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022; 

19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor tahun 2022 tentang Rencana Aksi 
Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-
2027. 



- 14 -

Bab 2 --------------------­

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 

• Penyusunan RAD KSB Provinsi Sumatera Se/atan disusun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan 
kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. 

• lntegrasi dilakukan dengan mengacu danlatau menghubungkan ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang 
membidangi perkebunan dan OPD lain yang terkait. 

• lntegrasi program dan kegiatan terdiri dari lima bagian yang tersinkronisasi dengan kebijakan pada tingkat 
nasional: (1) penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; (2) peningkatan kapasitas dan kapabilitas 
pekebun; (3) pengefolaan dan lingkungan; (4) tata ke/ola perkebunan dan penanganan sengketa; dan (5) 
dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk ke/apa sawit. 

2.1. Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur 

Dalam penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur terdapat tiga unsur yang penguatan yaitu : (1) penguatan 
data dan pengelolaan data, (2) penguatan koordinasi dan, (3) peningkatan layanan infrastruktur. 

Penguatan Data dan Penae/otan Data 

Ketersediaan data merupakan salah satu prasyarat kunci perencanaan pembangunan dan penyusunan 
kebijakan. Penggunaan data yang shahih bertujuan untuk memastikan proses perencanaan yang disusun 
tepat sasaran dan menjawab isu strategis dan permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan dalam 
perencanaan kelapa sawit berkelanjutan adalah rendahnya ketersediaan data. Selain tidak lengkap, seringkali 
terdapat perbedaan data antar instansi. Selain itu, belum adanya pedoman pengolahan data, rendahnya 
kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta adanya wilayah yang sulit dijangkau berkontribusi terhadap 
kesulitan mengakses data yang shahih. 

Data dasar pekebun yang tersedia saat ini masih bersifat umum. Diperlukan penerapan prinsip by name by 
address pada kegiatan penyusunan data dasar pekebun. Ketersediaan data spasial tutupan kebun kelapa 
sawit juga masih minim, yakni hanya tersedia data perkebunan sawit dari Kementerian Pertanian. Provinsi 
belum memiliki data spasial yang diperbaharui secara berkala. Untuk mendorong penguatan pendataan perlu 
dilakukan kegiatan pemetaan partisipatif. 

Data pengelolaan kebun juga perlu diidentifikasi sehingga karakteristik pengelolaan kelapa sawit akan dapat 
dilakukan secara baik. Untuk itu data kategori pengelolaan oleh swasta dalam skema inti-plasma, dan swadaya 
perlu juga dimiliki secara valid. Data ini harus memiliki kesamaan baik dilihat secara data tabular maupun 
secara spasial dan mestinya dapat dsiepakati antar seluruh pemangku kepentingan atau wali data. 

Penquataa Koordinasi 

Proses koordinasi antar instansi dalam perencanaan pengelolaan perkebunan sawit belum maksimal. Hal ini 
ditandai dengan lemahnya sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perencanaan 
maupun pelaksanaan tata kelola kelapa sawit akibat tidak adanya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum 
multi-pihak yang memfasilitasi proses koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten kota, sektor privat, serta kelompok tani. Selain itu, diperlukan penyelarasan 
pemahaman semua pihak terhadap regulasi dan kebijakan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit 
berkelanjutan. 
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Peningkatan Jayanan infrastruktur 

Permasalahan utama berkaitan dengan layanan infrastruktur yaitu kurangnya infrastruktur jalan yang dapat 
digunakan petani untuk mengangkut hasil kebun. Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi 
TBS dalam proses pengangkutan hingga ke pabrik kelapa sawit. Margin transportasi yang tinggi seringkali 
dibebankan kepada petani, sehingga harga di tingkat petani cenderung rendah. Salah satu upaya yang bisa 
dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, adalah dengan mendorong 
kolaborasi para pelaku usaha untuk meningkatkan layanan infrastruktur termasuk jalan dan infrastruktur 
dasar. Salah satu skema kerja sama yang dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yaitu Kerja Sama 
Pemerintah dan Sadan Usaha (KPBU). 

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun 

Peninqkatan kapasitas petani dafam praktik GAP 

Good Agricultural Practices (GAP) adalah cara budidaya yang baik untuk menghasilkan komoditas yang bermutu 
tinggi, terjamin, aman, efisien, berwawasan lingkungan, dan dapat dilacak (traceable) proses pengolahan dan 
pemasarannya (Litbang Pertanian, 2015). Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/112/2013 
tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik menjadi acuan bagi penerapan GAP. Pedoman tersebut 
mencakup upaya (i) peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit; (ii) peningkatan mutu hasil tanaman 
kelapa sawit; dan (iii) pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu penghasil bahan baku industri. 

Adopsi GAP di tingkat petani, terutama petani mandiri dan swadaya, masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan: 

• Minimnya penggunaan bibit unggul yang bersertifikat 
• Unit pengelolaan pupuk organik masih sangat terbatas 
• Penggunaan sarana produksi lain belum optimal 
• Pelaksanaan teknis budidaya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

Melalui penerapan GAP, diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan sekaligus 
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan GAP juga menjadi salah satu prasyarat bagi 
peningkatan jangkauan pasar produk kelapa sawit, terutama untuk ekspansi pasar global. 

Peninqkatan peremaiaan tanaman kefapa sawit 

Program peremajaan kelapa sawit dimulai pada tahun 2006 melalui penerbitan Peraturan Menteri Pertanian 
No. 33 Tahun 2006 yang menginstruksi peremajaan tiga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit. Program 
peremajaan kelapa sawit mulanya dinamai program revitalisasi perkebunan. Program ini berupaya untuk 
mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman 
kelapa sawit yang didukung dengan kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Program 
ini juga melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, 
pengelolaan, dan pemasaran hasil. 

Sampai dengan bulan Desember 2017, jumlah dana yang disetujui untuk revitalisasi perkebunan kelapa sawit 
untuk kebun inti dan plasma di Provinsi Sumatera Selatan mencapai dua triliun rupiah (Tabel 2.5). Dana tersebut 
dialokasikan untuk 23.954 kepala keluarga pekebun kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Musi 
Banyuasin, Penukal Abab Lematang llir (PALI), Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Ogan Komering llir. Jumlah 
peserta revitalisasi perkebunan sawit terbanyak hingga tahun 2017 terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin 
dengan jumlah peserta 7.676 KK. Progam revitalisasi ini didanai oleh APBN dan pendanaan dari sektor privat. 
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Tabet 2.5. Luas area, jumlah kepala keluarga penerima, dan dana persetujuan revitalisasi perkebunan di Provinsi Sumatera 
Selatan 

Realisasi Penanaman s/d Desember 2017 Persetujuan 
No. Kabupaten llllmCTiall�IERDall Ditjenbun (Rp) 

1 Banyuasin 25.236,H 21.291,61 6.637,0( 751 .673.372.00( 
2 Musi Banyuasin 36.383,41 1 1 .989,1� 7.676,0( 669.950.776.13l 
3 PALI 8.161 ,6� 3.192,0( 4.414,0( 385.766.869.97( 
4 Ogan Komering llir 6.889,3( 1 .028,5� 3.667,0( 289.857.000.00( 
5 Musi Rawas ( ( 57� 12.621.071 .00( 
6 Musi Rawas Utara 5.058,6� ( 76E 294.871 .000.00( 
7 Ogan Komering Ulu 1 .824,7� ( 98� 127 .874.000.00( 

Jumlah 83.553,94 37.501,34 23.954,00 2.237. 743.089.104 

Sumber· Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 

Setelah program revitalisasi, pemerintah melaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). PSR 
membantu pekebun swadaya dan mandiri untuk memperbarui tanaman kelapa sawit yang sudah tua untuk 
meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan sawit baru. Pemerintah nasional 
menargetkan peremajaan kebun sawit petani seluas 540.000 ha sampai tahun 2024, namun capaian di tahun 
2022 belum mencapai setengahnya (BPDP-KS, 2022). 

Peremajaan dilakukan menggunakan bibit unggul dan sistem Good Agriculture Practice (GAP). Pembiayaan 
program PSR bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Pekebun diberikan 
dana sebesar 30 juta/ha untuk maksimal lahan seluas 4 ha/pekebun. 

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pendanaan untuk program PSR disalurkan 
kepada pekebun melalui Koperasi Unit Oesa (KUO). Sampai dengan tahun 2020, terdapat 97 KUO yang telah 
menerima dana PSR di Sumatera Selatan (Gambar 2.3). 
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Gambar 2.3. Perl<embangan jumlah KUO penerima dana PSR d1 Provinsi Sumatera Selatan 

Jumlah KUO penerima dana PSR selama periode tahun 2017 sampai 2019 cenderung meningkat. Terjadi 

penurunan di tahun 2019-2020 akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, sebaran KUO penerima d�na 

PSR pada tahun 2019-2020 jauh lebih tinggi dibanding 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 KUO penenma 

dana PSR tersebar di 9 kabupaten, sedangkan pada tahun 2017-2018 dana PSR hanya disalurkan pada 3 

kabupaten (Tabel 2.6). Penerimaan dana PSR kabupaten dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi teknis 

(Rekomtek) peremajaan. 
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Kabupaten dengan jumlah KUO penerima dana PSR tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin lalu 
disusul Kabupaten Ogan Komering llir dan Muara Enim. Penerimaan dana PSR didasarkan pada luas dan 
kondisi tanaman kelapa sawit. Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan kebun kelapa sawit terluas 
mencapai 316.484 ha pada tahun 2021 (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022). 

Tabel 2.6. KUO penerima dana PSR berdasarkan kabupaten/kota selama periode 2017 -2020 di Provinsi Sumatera Se!atan 

1 .  Musi Banyuasin 7 8 1 4  9 38 39,18 
2. Muara Enim 1 8 5 1 4  14,43 
3. Ogan Komering llir 2 7 10  1 9  19,59 
4. Ogan Komering Ulu 5 1 6 6,19 
5. MusiRawas 4 2 6 6,19 
6. Praburnulih 1 1 2 2,06 
7. Banyuasin 4 2 6 6,19 
8. Musi Rawas Utara 1 1 2 2,06 
9. Lahat 2 2 4 4,12 

Jum!ah 10 1 5  39 33 97 100,00 
Sumber: Dinas Perkebunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 
tahun 2021, luas areal yang menjadi target peremajaan sesuai dengan rekomendasi teknis peremajaan kelapa 
sawit seluas 48.329,87 ha. Realisasi penanaman peremajaan yaitu 31.971,29 ha selama periode 2017-2021 .  
Rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. 
Pada tahun 2017 jumlah rekomendasi peremajaan seluas 6.331,32 ha-terus meningkat hingga tahun 2020 
menjadi 1 1 .995,90 ha. Rekomendasi teknis mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 7.306,39 ha. 
Adanya penurunan ini menunjukkan kondisi tanaman yang tidak produktif/rusak semakin sedikit (Gambar 2.4). 
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Gambar 2.4. Luas rekomendasi teknis perernajaan kelapa sawit (ha) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 

Program peremajaan kelapa sawit masih difokuskan pada kabupaten yang rnenjadi sentra komoditas yaitu 
Musi Banyuasin, Ogan Komering llir, dan Muara Enim. Peremajaan kelapa sawit dilakukan dengan rnetode 
tumbang chipping

1 yang dilanjutkan dengan penanaman. Realisasi tumbang chipping mencapai 33.363,41 ha 
atau sebesar 69,60% dari total lahan yang direkomedasikan, sedangkan realisasi tanam seluas 31 .971,29 ha 
atau 66, 15% (Tabel 2.7). 

1 Tumbang chipping merupakan tahapan awal dalam peremajaan kelapa sawit yang dilakukan dengan menumbangkan pohon 
kelapa sawit kemudian dilakukan pencacahan (chipping) untuk mempercepat proses pembusukan. 
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Tabel 2.7. Luas target peremajaan sesuai rekomentasi teknis dan realisasi peremajaan (tumbang chipping dan tanam) 
kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022 

3. Muara Enim 
4. Musi Banyuasin 16.820, 1 
5. Kota Prabumulih 
6. Musi Rawas 
7. Ogan Komering Ulu 
8. Musi Rawas Utara 
9. Banyuasin 

Jumlah 48.329,87 33.636,41 31.971,29 

Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. 

Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program peremajaan tetapi masih banyak pekebun yang 
belum memahami cara mengakses pendanaan PSR. Evaluasi utama dari program peremajaan adalah sulitnya 
penyaluran dana akibat legalitas lahan yang dimiliki petani belum sesuai dengan syarat pengajuan PSR. 

Untuk mendukung PSR pemerintah telah mendorong perkembangan produsen bi bit kelapa sawit dengan tujuan 
agar bibit tersedia dengan jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. Jumlah produsen bibit kelapa 
sawit di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 47 unit yang terdiri dari perusahaan maupun usaha perorangan. 
Luas kebun bibit kelapa sawit mencapai 564,96 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Sumatera Selatan 
(Tabel 2.8). 

Tabel 2.8. Jumlah produsen dan luas pembibitan kelapa sawit per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 
No Kabupaten Jumlah Perusahaan/Usaha Pembibitan Luas Pembibitan (ha) Persentase (%) 

1 Palembang 1 1 ,5( 0,2, 
2 Banyuasin 1€ 1 13,0( 20,0( 
3 Musi Banyusin € 1 13,3E 20,0i 
4 Lubuk Linggau 4 35,9i 6,3, 
5 Musi Rawas 36,0� 6,3� 
6 Musi Rawas Utara 1 20,0( 3,5l 
7 Lahat 1 23,0( 4,0i 
8 Muara Enim :: 30,41 5.3� 
9 Ogan Komering llir 7 166,0� 29,4( 
10 Ogan llir 2 25,6( 4.5� 

Jumlah 44 564.96 100,00 
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 2.8 terlihat bahwa produsen bibit kelapa sawit tersebar di kabupaten yang menjadi 
sentra pengembangan tanaman kelapa sawit yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering llir, Banyuasin dan tujuh 
kabupaten/kota lainnya. Tabel 2.9 menjabarkan lokasi pembibitan kelapa sawit di sepuluh kabupaten/kota. 
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Tabel 2.9. Lokasi pembibitan perkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 

1 Palembang Sukarame 
Sembawa Lalan, Sembawa, St Sari, Mainan 
Banyuasin I Prajen, Pematang Palas, Banten 
Banyuasin 111 Langkan 

2 Banyuasin Talang Kelapa Sukajadi, Talang Buluh 
AirKumbang Panca Jaya 
Muara Padang Karang Anyar 
Rambutan Sungai Pinang 
Babat Toman BabatToman, Sugih Waras 
Keluang Dawas 

3 Musi Banyuasin Sungai Lilin Sumber Rezeki 
Sekayu Soak Baru 
Tungkal Jaya SidoMulyo 
Batang Hari Leko TanahAbang 
Lubuk Linggau Selatan AirTemam 

4 Lubuk Linggau Lb Linggau Barat II Pasar Pemeri 
Lb Linggau Timur II Karya Bakti 
Muara Beliti Muara Beliti 

5 Musi Rawas Purwodadi P1 Mardiharjo 
Tugumulyo Wonorejo 

6 Muratara Muara Lakitan 
7 Lahat Kikil Hujan Mas 

Tanjung Agung Penyandingan 
8 Muara Enim Rambang Daangku Jemenang 

Gunung Megang Panang Jaya 
Mesuji Surya Adi dan Kembang Jaya 
Pedamaran Pulau Geronggang/Embacang 

9 OKI Mesuji Jaya SumberBaru 
Lempuing 
Cengal Sungai Jeruju 
Mesuji Makmur Cahaya Makmur 

10 Ogan llir Tanjung Batu Burai 
lndralaya Utara Palem Raya 

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Surnatera Selatan tahun 2022 

Peningkatan kapasitas kefembagaan pekebun dafam penentuan harga 

Kelembagaan pekebun sawit masih belum optimal untuk meningkatkan posisi tawar petani khususnya dalam 
hal penentuan harga. Selama kurun waktu 2015 sarnpai tahun 2022, harga TBS di tingkat petani relatif 
stagnan atau tidak rnengalami perubahan yang signifikan meskipun harga CPO sempat mengalami kenaikan 
dari tahun 2020 sampai 2021. 

Harga TBS kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Dari tahun 2015 hingga 2022 peningkatan harga 
TBS hanya mencapai Rp 216 per kilogram. 

Berkebalikan dengan perkembangan harga TBS, tren harga CPO cenderung menunjukkan fluktuasi. Selama 
periode tahun 2015 sampai 2017, harga CPO cenderung naik, kemudian mengalarni penurunan dan stagnan 
sampai tahun 2019. Pada periode 2019-2021 ,  harga CPO kembali mengalami kenaikan yang signifikan, 
namun menurun pada tahun 2022 (Gambar 2.5). 
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Gambar 2.5. Perkembangan Harga TBS dan CPO di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2022 di Provinsi 
Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022) 

Perubahan harga CPO tidak serta merta berpengaruh terhadap kenaikan TBS. Stagnasi harga TBS menunjukkan 
belum ada atau belum berfungsinya kelembagaan yang meningkatkan daya tawar petani. Di sisi lain, harga 
sarana produksi seperti pupuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya selama 1 (satu) tahun 
terakhir. Kenaikan harga sarana produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga TBS menyebaban daya 
beli petani terhadap sarana produksi semakin rendah. Hal ini berdampak pada kesejahteraan pekebun dan 
kesulitan petani untuk mengadopsi sistem pengelolaan lahan berkelanjutan. 

Peninakatan Jcapasitas pekebun sawit mefalui penvufuhan dan peadampingan 

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani dengan mendorong kegiatan 
penyuluhan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal 
Perkebunan menginisiasi program pengangkatan tenaga harian lepas (THL) penyuluh perkebunan melalui 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 37/Kpts/SM.040/01/2022. Program ini telah berhasil 
mengangkat 14 orang THL penyuluh yang disebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera khususnya pada 
sentra perkebunan kelapa sawit. 

Untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 
mengangkat Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Pengangkatan tenaga pendamping 
ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 179/KPTS/Disbun/2022 tentang 
Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Sebanyak 220 orang tenaga pendamping 
dengan kualifikasi pendidikan S1 didapatkan dari kegiatan ini (Gambar 2.6). 
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Gambar 2.6. Jumlah tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. 2022) 
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Tenaga pendamping ditugaskan pada daerah sentra perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit antara lain 
Ogan Komering llir, Musi Banyuasin, dan OKU Timur. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas pekebun mulai dari peningkatan produksi tanaman hingga pemasaran. Kegiatan 
pendampingan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk pekebun kelapa 
sawit. 

Namun, pengangkatan penyuluh harian lepas dan tenaga pendamping ternyata belum dapat mendorong 
peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan. Frekuensi penyuluhan pertanian khususnya kelapa sawit masih 
rendah, tenaga penyuluh/pendamping belum memiliki keahlian spesifik di bidang budidaya tanaman kelapa 
sawit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kuantitas jumlah penyuluh salah satunya melalui petani 
champion dan peningkatan kompetensi penyuluh melalui berbagai pelatihan. 

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan antara lain untuk: (i) meningkatkan perlindungan 
terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan 
perkebunan; (ii) mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar 
OPD, antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat 
keamanan daerah; (iii) mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dengan mengarahkan 
pemanfaatan lahan kritis; dan (iv) mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa 
sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di 
kawasan perkebunan. 

Ancaman Kebakaran Hulan, Lahan, dan Kebun 

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan 
terbanyak. Sebagian titik berlokasi pada area perkebunan. Berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016 
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla}, pelaku usaha perkebunan memiliki kewajiban 
dalam usaha pengendalian karhutla. Sekitar 76,9% luasan tutupan lahan sawit di Sumatera Selatan berada di 
area lahan yang rawan karhutla (Gambar 2. 7). 

Legenda 
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Gambar2.7. PetaTutupan Lahan SawitdiArea Karhutla 

Dokumen Rencana Aksi Oaerah 
Kelapa Sawit Berkelanjutan 



- 22 -

Tabel 2.10. Daftar Kabupaten/Kota yang Masuk padaArea Karhutla 

Banyuasin 
2. Empat Lawang 
3. Kota Lubuk Linggau 
4. Kota Pagar Alam 
5. Kota Palembang 
6. Kota Prabumulih 
7. Lahat 
8. Muara Enim 4.431 73.941! 
9. Musi Banyuasin 94.48 456.3n 
10. MusiRawas 1.07 90.32 
1 1 .  Musi Rawas Utara 5 9.04 69.12 
12. Ogan llir 19 22.328 
13. Ogan Komering llir 88.17 272.24� 
14. Ogan Komering Ulu 42.43 
15. Ogan Komering Ulu Selatan 1.85 
16. Ogan Komering Ulu Timur 

Penukal Abab Lematang llir 

Terdapat 310 desa di Sumatera Selatan yang terindikasi potensi kebakaran dan kabut asap yang berlokasi di 
Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan llir, dan Ogan Komering llir. Tabel 2.11 menunjukkan 
lokasi kecamatan dan jumlah desa yang termasuk dalam kategori rawan kebakaran. Desa-desa rawan 
kebakaran ini sebagian besar berada di ekosistem gambut sehingga cenderung lebih sulit untuk dipadamkan. 

Tabel 2.11. Desa Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 
No. Kabupaten/Kota Kecamatan Desa 

1 .  Banyuasin Air Kumbang 
Air Saleh 
Muara Padang 
Rambutan 

4. Ogan Komering llir Air Sugihan 
Cengal 
Jejawi 
Kayuagung 
Pampangan 
Pangkalan Lampam 
Pedamaran 
Pedamaran Timur 

i Sirah Pulau Padang 
i Sungai Menang 
Tanjung Lubuk 
TelukGelam 
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3 

1 1  
20 

4 

1 2  
9 

1 5  
22 
23 
6 
5 

18 

1 1  
19 
1 5  
33 

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Desa 
5. Ogan llir lndralaya 2 

lndralaya Utara 1 1  
Kandis 3 
Lubuk Keliat 2 
Pemulutan 10 

Pemulutan Selatan 2 
Rantau Alai 6 
Rantau Panjang 7 
Sungai Pinang 7 
Tanjung Raja 6 
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Penae1o1aaa limbah kefa.pa sawit 

Kegiatan pada sektor perkebunan menghasilkan limbah yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. 
Limbah kelapa sawit SBE masuk ke dalam daftar non-B3 dengan kode limbah N108. Jumlah limbah B3 yang 
dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 19,33 ton.Pemanfaatan 
limbah kelapa sawit sudah mulai dilakukan di Sumatera Selatan. Setidaknya ada satu perusahaan kelapa sawit 
yang telah mengelola limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). Selain itu, terdapat pula 
upaya pengelolaan limbah terintegrasi melalui program Sistem lntegrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) yang 
sudah mulai diterapkan oleh PT Dinamica Rimba Utama (DRU) yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin. 

2.4. Tata Ketola Perkebunan dan Penanganan Sengketa 

Salah satu persoalan pengelolaan kelapa sawit terkait dengan tata kelola perkebunan dan sengketa lahan. 
lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 telah mengamanatkan daerah untuk mengatur setiap pelaku usaha 
perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengatasi permasalahan sengketa lahan perkebunan. 

Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa bertujuan untuk mempercepat realisasi 
kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat, 
menyelesaikan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan APL, menyelesaikan status lahan kelapa 
sawit di dalam kawasan hutan, dan menyelesaikan status lahan kelapa sawit di ekosistem gambut. Selain 
itu, penerapan tata kelola perkebunan juga berfokus dalam melaksanakan peninjauan regulasi daerah terkait 
penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit. 

Reafisasi kewaiiban perusahaan datam memfasilitasi kebun kelapa sawit masyarakat 

Pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan 
kelapa sawit termasuk perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini tertuang di 
Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar 
yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, 
akses pengetahuan, dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Dalam 
memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, setiap perusahaan perlu melalui beberapa tahapan meliputi 
sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, 
penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerja sama. Adapun tahapan pelaksanaan 
pembangunan fisik kebun dilakukan melalui tahapan pembenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, 
dan pemanenan. 

Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dalam kurun tahun 2006-2015, terdapat 23 
perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang sudah melaksanakan kewajiban dalam memfasilitasi kebun 
kelapa sawit masyarakat. Pada tahun 2006-2015, total areal kebun kelapa sawit masyarakat yang telah 
difasilitasi oleh perusahaan mencapai 43.893,96 ha. Kabupaten Banyuasin menjadi kabupaten dengan jumlah 
perusahaan terbanyak yang memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat dengan luasan 
mencapai 1 1 .500, 10 ha. 

Berdasarkan data realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat, sisa target pembangunan kebun 
kelapa sawit yang belum tercapai seluas 10.468,14 ha. Dari 12 kabupaten dengan perusahaan kelapa sawit, 
baru perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang terdata (Tabel 2.12). Hal ini perlu menjadi perhatian utama 
pemangku kepentingan di sektor perkebunan untuk meningkatkan angka realisasi pembangunan kebun kelapa 
sawit bagi masyarakat. 
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Tabel 2.12. Data Realisasi Penanaman Plasma Kebun Kelapa Sawit 2006-2016 per Januari 2019 

BANYUASIN 42.593,68 16.201,14 544,38 1.278,72 2.017,16 2.900,96 314,88 1 .610,00 436,00 1.123,00 
1 PT. CIPTA LEST ARI SAWIT 5.000,00 4.964,00 44,38 941,72 385,76 1.371 ,86 
2 PT. SWADAYA INDO PALMA 6.130,00 3.200,00 500,00 337,00 265,00 984,00 310,00 131,00 392,00 281,00 3.200,00 
3 PT. ANDIRA AGRO 7.000,00 2.135,00 1.056,16 1.033,08 46,00 2. 135,24 
4 PT. TUNAS BARU LAMPUNG, tbk 7.818,00 2.989,14 310,24 883,88 268,88 1 .154,00 49,00 2.666,00 
5 PT. HINDOLI (Cargill Group) 8.500,00 413,00 146,00 256,00 402,00 
6 PT. SRI ANDAL LESTARI 8.145,68 2.500,00 731,00 754,00 240,00 1.725,00 
II MUSI BANYUASIN 40.730,00 18.548,00 24,00 1.804,20 2.200,80 2.279,60 4.299,40 1.830,66 1.002,75 854,20 244,00 14.539,61 
7 PTP. MITRA OGAN I 4.000,00 2.900,00 1.371 ,60 1.528,40 2.900,00 
8 PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA 12.579,00 2.000,00 1.715,20 284,80 2.000,00 
9 PT. HAMIT A UT AMA KARSA 2.550,00 3.392,00 24,00 89,00 295,00 50,00 277,00 735,00 
10 PT. MENTARI SUBUR ABADI 12.000,00 5.742,00 1.621,00 858,00 2.494,00 479,00 16,00 30,00 244,00 5.742,00 
1 1  PTP. MITRA OGAN II 1.300,00 2.500,00 409,66 249,75 224,20 883,61 
12  PT. SWADAYABHAKTI NEGARAMAS 8.301,00 1 .792,00 942,00 250,00 600,00 1.792,00 
13  PT. PELANGI INTI PERTIWI 0,00 222,00 222,00 222,00 
14 PT. INTIMEGAH BESTARI PERTIWI 265,00 265,00 265,00 
Ill PALI 9.846,00 9.106,00 768,00 920,00 886,00 675,00 2.605,52 1.012,29 1.092,83 49,90 330,00 0,00 8.339,54 
15 PT. GLODEN BLOSSOM SUMATRA 7.985,00 7.327,00 768,00 920,00 886,00 675,00 1.897,00 925,50 673,40 49,90 330,00 7.124,80 
16  PT. LARAS KARYA KAHURIPAN 1.861,00 1.779,00 708,52 86,79 419,43 1.214,74 
IV OGAN KOMERING ILIR 9.196,54 6.985,00 351,00 186,00 708,00 1.549,44 972,67 182,00 719,58 455,31 315,60 53,80 5.493,40 
17 PT. PERSADA SAWIT MAS 4.200,00 1.245,00 351,00 186,00 708,00 1.245,00 
18  PT. TELAGA HIKMAH 2.220,00 2.000,00 786, 10 182,00 620,00 358,90 1.947,00 
19  PT. MUTIARA BUNDA JAVA 2.776,54 3.000,00 1.549,44 186,57 99,58 11 ,  1 1  1.846,70 ;:,<:: c:: 

(t) 3 20 PT. GUNUNG TUA ABADI 0,00 740,00 85,30 315,60 53,80 454,70 - (t) 

{l ::::, V MUSIRAWAS 0,00 521,96 0,00 0,00 514,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,29 a, �  
(/) (t) 21 PT. DJUANDA SAWIT LEST ARI 0,00 521,96 514,29 514,29 a, ::::, � n  VI MURATARA 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 1 1 6,00 725,00 615,00 0,00 1.531 ,00 __ QJ ..... ::::, 
OJ QJ 22 PT. BUANA SRIWIJAYA SEJAHTERA 8.000,00 5.000,00 75,00 1 1 6,00 725,00 615,00 1.531 ,00 
(t) )> VI OGAN KOMERING ULU 3.000,00 718,66 52,92 100,00 0,00 1.976,02 ... .,_ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 . 104,44 [!!1. 23 PTP. MITRA OGAN Ill 3.000,00 3.000,00 1 . 104,44 718,66 52,92 100,00 1.976,02 gi 0 
...... a, 
C (1) 
!if @  
::::, '::1' 



- 25 -

Penyelesaian Lahan Ketapa saw;t yang Terindikasi di dalam Kawasan Hutan 

Keterlanjuran lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan menjadi salah satu persoalan di Provinsi Sumatra 
Selatan. Keberadaan lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berpotensi menimbulkan permasalahan, 
antara lain ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah {RTRW) yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sengketa lahan, dan potensi degradasi kawasan hutan. 
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Gambar 2.8. Peta persebaran kelapa sawit di dalam kawasan hutan 

Berdasarkan hasil overlay peta tutupan lahan kelapa sawit tahun 2019 dari Kementerian Pertanian dan peta 
RTRW Provinsi Sumatera Selatan, tutupan lahan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan sebagian 
besar berada di Hutan Produksi seluas 137.526 ha (mencakup 66% dari total tutupan lahan kelapa sawit yang 
ada di kawasan hutan). Luas tutupan lahan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan perlu diverifikasi lebih 
lanjut karena adanya perbedaan nilai dengan data hasil inventarisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera 
Selatan. 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan pada pasal 
3 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah 
terbangun di dalam kawasan hutan dan memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum 
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak memiliki perizinan di bidang 
kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 1  
Tahun 2020 berlaku. 

Adapun tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam 
kawasan hutan sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 1 1  tahun 2020, dilakukan melalui beberapa tahapan 
antara lain: 

a. Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan 
b. Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang kehutanan 
c. Verifikasi permohonan 
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d. Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi 
(DR) 

e. Pelunasan PSDH dan DR 
f. Penerbitan: 

1 .  Persetujuan pelepasan kawasan hutan di dalam kawasan hutan produksi 
2. Persetujuan melanjutkan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan lindung dan/atau kawasan 

hutan konservasi. 

Pasal 41 mengatur keterlanjuran kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perseorangan. 
Menurut pasal tersebut, dinyatakan bahwa dalam setiap usaha yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang 
tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam 
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 
5 ha, maka akan dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. 

penvetesaian Lahan Kelapa Sawit vang Terindfkasi di Elcosistem Gambut 

Alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan masih terus terjadi. 
Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pasal 9 ayat 1 menyebutkan pembagian 
ekosistem gambut berdasarkan atas 2 fungsi yakni fungsi budidaya dan fungsi lindung. Tabel 2.4 menunjukkan 
sebaran luas tutupan kelapa sawit yang berada pada lokasi indikatif fungsi ekosistem gambut baik lindung 
dan budidaya (Gambar 2.9). Luas tutupan lahan kelapa sawit yang berada dalam Kesatuan Hidrologis Gambut 
(KHG) mencapai 4 71. 737 ha. KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur merupakan KHG dengan tutupan kelapa 
sawit terluas mencapai 56.018 ha (Gambar 2.10). Keberadaan aktivitas perkebunan kelapa sawit di fungsi 
lindung menjadi perhatian khusus mengingat tingginya potensi kebakaran lahan akibat pembukaan dengan 
cara membakar. 

Apabila terdapat usaha perkebunan sawit di fungsi lindung ekosistem gambut, maka penanggung jawab 
usaha wajib melakukan pemulihan di dalam maupun di luar area ekosistem gambut. Beberapa cara yang dapat 
dilakukan untuk pemulihan ekosistem gambut antara lain dengan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi, dan cara 
lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Gambar 2.9. Peta Sebaran Kelapa Sawit Berdasarkan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya 
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Garn bar 2.10. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam KHG 
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Persoalan mengenai sengketa lahan menjadi permasalahan yang masih banyak terjadi, khususnya di Provinsi 
Sumatera Selatan. Kasus sengketa lahan yang ban yak ditemui diantaranya melibatkan pihak perusahaan kelapa 
sawit dan masyarakat. Pemicu konflik sangat beragam, mulai dari persoalan mengenai klaim kepemilikan 
lahan, kesepakatan kerja sama yang tidak ditaati, hingga pelanggaran terhadap izin HGU. 

Berdasarkan data rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dirilis oleh 
Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, tercatat pada tahun 2022 sudah ada 277 izin yang dikeluarkan 
oleh Dinas Perkebunan bagi perusahaan kelapa sawit. Ditinjau dari segi jumlah perizinan yang dikeluarkan, 
Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering llir secara berurutan menjadi kabupaten-kabupaten 
dengan perusahaan kelapa sawit yang paling banyak mendapat izin operasi di Sumatera Selatan (Tabel 2.13). 

Tabel 2.13. Rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan tahun 
2022 

2 LAHAT 9 67.903 61.783 

3 EMPAT LAWANG 5 53.950 53.399 
4 OGAN KOMERING ULU 9 60.212 38.214 
5 OKU TIMUR 6 64.050 79.000 
6 MUARAENIM 14 158.708 1 14.996 
7 PALI 7 107.500 61.285 
8 BANYUASIN 65 397.924 309.71 7  
9 MUSI BANYUASIN 57 656.938 414.756 
10  OGAN KOMER!NG ILIR 55 618.675 333.897 
1 1  OGAN ILIR 6 49.134 13.148 
1 2  OKU SELATAN 1 1  1 20.924 1 1 1 .924 
1 3  MUSI RAWAS UTARA 9 1 29.930 1 10.108 

TOTAL 277 2 698.857 1 .871 .290 
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (2022) 
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Besamya angka perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan akan meningkatkan 
aktivitas pembukaan lahan baru dan penerbitan izin usaha perkebunan bagi perusahaan. Masyarakat setempat 
yang sudah lama mendiami daerah tertentu berpotensi besar untuk menghadapi kasus-kasus klaim kepemilikan 
lahan yang akhimya dapat berujung pada terjadinya konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan. 

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, pada 
periode 2018-2021 ,  telah terjadi kasus sengketa lahan sebanyak 1 8  kasus yang tersebar di 10 kabupaten 
(Tabel 2.14). Masyarakat umumnya merespon persoalan konflik lahan melalui beberapa cara seperti melakukan 
audiensi bersama pemerintah dan perusahaan dengan didampingi oleh LSM terkait hingga melakukan aksi 
demonstrasi. Dari keseluruhan data sengketa tahan yang telah direkapitulasi, diketahui bahwa masih banyak 
kasus-kasus yang belum selesai dan masih dalam tahap fasilitasi sengketa atau mediasi. 

Dokumen Rencana Aksi Daerah 
Kelapa Sawit Berkelanjutan 
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Tabel 2.14. Data Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan 

1. I Ogan 
1

2018 
1

1. Pendamplng PT. SAML Dusun Ill Tepung 
Komering masyarakat Dusun Sari, Desa Tirta 
llir Ill Tepung Sari, Desa Muiya, Kee. Air 

Tirta Mulya, Kee. Air Sugihan, Kab OKI 
Sugihan, Kab. OKI 

2. Kasus ini telah diambil 
alih oleh salah seorang 
warga yang berafiliasi 
dengan KRASS 
(Komite Reforma 
Agraria Sumsel) 

2. I Ogan 2019 Warga Desa Riding, Desa PT. Bintang Desa Riding, 
Komering Jerambah Rengas, Desa Harapan Desa Jerambah 
llir Tulung Seluang, Desa Palma Rengas, Desa 

Penanggoan Duren dan Tulung Seluang, 
Desa Lebung 11am Desa Penanggoan 

Duren, dan Desa 
Lebung !tam 
di Kee. Tulung 
Selapan, Kab.OKI 

3.1 Ogan 2020 Warga Desa Sungai PT. Desa Sungai 
Komering Sonar, Kee. Cengal, Kab. Russelindo Sonar, Kee. 
llir OKI PutraPrima Cengal, Kab. OKI 

4. 1 Ogan 
1

2020 I AR, ahli waris dari HAR I PTAek I Desa Sungai 
Komerlng Tarum Belida, Kee. 
llir Lempulng Jaya, 

Kab.OKI 
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. Sengketa lahan usaha warga transmigrasi Ra pat 30-12-2019 Pihak PT SAML telap 
swakarsa Desa Tirta Mulya Dusun Ill BPN Sumsel dengan hasil berpegang pada akta 
Tepung Sari, Kee. Air Sugihan, Kab. OKI meminta DPRD OKI untuk kesepakatan perdamaian 
dengan PT. SAML memfasilitasi sengketa dan menolak review 

• Telah difasilitasi oleh komnas HAM RI kesepakatan tsb 
dan telah dihasilkan akta kesepakatan Ra pat 20-02-2020 di BPN 
perdamaian antar pihak 9-2-2017 OKI tidak bisa melakukan 

I 
KRASS berupaya agar kasus 

• Warga meminta isi kesepakatan yang verifikasi tanpa izin pihak ini mediasinya ditangani tim 
dituangkan dalam akta tersebut agar perusahaan dan diminta GTRASumsel 
ditinjau ulang karena dianggap tidak Bupati OKI untuk memberlkan 
aspiratif bagi mayoritas warga dan rekom akses masuk areal PT 
warga menuntut agar dilakukan veriflkasi SAML 
lapangan ulang terkait klaim lahan warga 
seluas 1.114 ha terletak di Air Sugihan 

Keberatan masyarakat atas hadimya PT BHP Berdasarkan laporan rapat 
ditengah-tengahmasy di kawasan gambut 30 desember 2019. Bukan 
yang dianggap dapat menghilangkan mata kewenangan BPN untuk 
pencaharian warga berupa menangkap menghentikan kegiatan PT 
ikan dan tanaman gelam namun tetap juga BHP karena belum ada HGU 
mendapatkan izin lokasi dari Bupati OKI disitu dan kewenangannya 
tahun 2015 dan berharap kepada BPN untuk ada di Pemda 
tidak menerbitkan HGU kepada perusahaan 
PT BHP yang bergerak dalam komoditas 
sawit 
Klaim warga Desa Sonar atas pembangunan Masih dalam tahap telaah Warga berharap agar hak 
kebun plasma di Desa Sungai Sonar dengan oleh Pemkab OKI e.q. Disbun akan pembangunan plasma 
luas 565 ha sesuai kesepakatan antara OKI ditegakkan sesuai hukum 
warga dengan pihak perusahaan. yang berlaku 
1 .  AR selaku ahli waris dari HAR menuntut 1. Telah dikirim surat Kadis Pihak perusahaan tidak 

ganti rugi pengembalian lahan ahli DLHP Sumsel ke Dirut pernah hadir dalam rapat 
warisnya dengan luas 250 Ha yang PT.Aek Tarum Tgl 05- dan hanya menglrim surat 
diduga diserobot oleh PT Aek Tarum 08-2020 No. 660/1940/ dengan alasan bahwa 

2. Pihak Aek Tarum dengan surat tgl 10 DLHP/B.IV/2020 Perihal klaim Sdr Abdul Roni sudah 
Agustus2020 No. 003/AT/KGMMl/2020 sengketa pertanahan diganti rugi 
Perihal tanggapan surat disebutkan 2. Surat dari koordinator GM 
bahwa permasalahan tsb telah selesai Tgl 10 Agustus 2020 No. 

I 
Mempersilahkan kepada 

003/AT /KGMM 1/2020 Abdul Roni CS untuk 
Perihal Tanggapan Surat menempuh jalur hukum 
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5. 1 Ogan 

I 
2021 

I 
Sdr. KEW selaku PT. Mutlara Desa Cinta Jaya, Warga mengklaim pemenuhan perjanjian Mediasi penyelesaian antara Kasus klaim pemenuhan Komering pendamping 300 KK Bunda Jaya Kee. Pedamaran, antara warga, perusahaan dan pemda kedua belah pihakjuga telah perjanjian para pihak oleh llir warga desa clnta jaya, Kab. OKI setemoat tentang pembagian plasma 45% dilakukan oleh Komnas warga belum menemukan Pedamaran, OKI untuk warga, 45% untuk kebun inti PT MBJ, HAM dan melalui suratnya kata sepakat 

dan 10% untuk Pemkab OKI. OKI dari jumlah disarankan penyelesaiannya 
12.500 Ha luas izin lokasl yang diberlkan menempuh jalur hukum 
oleh Pemda OKI untuk perkebunan kelapa 
sawit perusahaan tetapi perjanjian ini tidak 
pernah terealisasi dan di tingkat Pemkab OKI 
telah dlfasilitasi tetapi belum ada titik temu 

6. I Ogan 2019 Warga 5 desa (Durian, PT. Desa Durian, Desa 1. Klaim ganti rugi tanah warga dan tanah Rapat Prov Sumsel 25 Dalam rapat tersebut Komering Lubuk Rukam, Bindu, Perkebunan Lubuk Rukam, adat kepada PT Mitra Ogan yang telah Feb 2020 membahas meminta pihak Pemkab Ulu dan Karang Dapo) di kec. Mitra Ogan Desa Bindu, dan dijadikan kebun inti PT Mitra Ogan sejak permasalahan tanah milik OKU untuk terlebih dahulu Peninjauan dan Desa Desa Karang Dapo tahun 1988-1989 masyarakat desa durian kee melakukan inventarisasi 
Lunggaian di Kee. Lubuk di Kee. Peninjauan 2. Peneabutan HGU PT Mitra Ogan peninjauan kab oku dsk yang alas hak masing-masing 
Batang Kab. OKU yang dan Desa yang diduga melanggar aturan dalam dijadikan lahan PIA-TRANS 
didampingl oleh Formas Lunggaian di Kee. penerbitannya KS oleh PT Mitra Ogan 
OKU Lubuk Batang 3. Diduga luas kebun PT Mitra Ogan (kebun 

inti, plasma dan kebun KKPA) melebihi 
dari yang tertera di izin lokasi 

7.1 Ogan 2021 Ketua POSE, warga Desa PT. Minanga Desa Lubuk Meminta PT Minanga Ogan agar Pih. Sekda Prov Sumsel Pemkab OKU e.q. asisten Komering Lubuk Batang, Kee. Lubuk Ogan Batang, Kee. mengemballkan Lahan seluas 17 ha yang dengan surat No. 59312412/ pemerintahan dan kesra Ulu Batang, Kab. OKU Lubuk Batang, berlokasi di Desa Lubuk Batang dengan DLHP/B.IV/2021 telah telah memfasilltasi 
Kab. OKU alasan kontraknya surat perjanjian kerja menyurati Bupati OKU untuk sengketa tersebut dengan 

sama tgl 10 oktober 1994 telah berakhir dan menyelesaikan perselisihan mengadakan rapat tanggal 
C, terindikasl kuat kalau lahan tersebut telah tsb secara musyawarah 4 oktober 2021 di ruang 0 dipindahtangankan I diperjualbellkan kepada bina praja Pemkab OKU 7' 

;,:;: C  pihaklain dengan kesimpulan agar (!) 3 
masalah kedua belah pihak cj'" (l)  

-a :::,  dapat disetesaikan secara 0J ;;o 
internal (/) (1) 

0J :::, :\E n  8. Ogan 2019 Warga Desa Tanjong PT. Meta Desa Tanjong Warga menolak reneana kehadiran PT MAL Salah satu tembusan Dalam proses, pihak -· 0J 
'"'" ::::l  Komering Raya, Kee. Buay Sadang Agrolestari Raya, Kee. Buay tgl 18 November 2012 pasca dilakukan surat tersebut disampaikan pemprov belum menerima OJ a, 
(!) )> Ulu Selatan Aji, Kab. OKUS Sadang Aji, Kab. pengukuran oleh BPN OKUS (25-07- 19)  kepada Gubemur Sumsel laporan terkait surat * i:i  OKUS alas tanah negara yang selama ini diklaim diminta untuk menyelesaikan disampaikan Bupati OKUS !'.!!..--

sebagai tanah adatlulayat (diusahakan permasalahan yang dihadapi dimaksud � C, ...... a, secara turun menurun) yang harus warga dan Pemprov Sumsel C (1) 
@" cl dikembalikan kepada warga seluas 300 ha e.q sekda telah memlnta 
:::, :; untuk tanaman sawit Bupati OKUS untuk 

memfasilitasi persoalan 
tersebut 
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9. I Banyuasln 

1 O. j Banyuasin 

11 . I  Musi 
Banyuasin 

12. Musi 
Banyuasin 

2020 

2020 

I 2021 

2021 

Perwakilan warga 
masyarakat Desa Teiuk 
Tenggirik, Kee. Air 
Kumbang, Kab. Banyuasin 

Lembaga adat Kab. 
Banyuasin wilayah eks 
Marga Upang, Desa 
Upang, Kec. MakartiJaya 

I Masyarakat Desa 
Mangsang,Kec. Bayung 
Lencir, Kab. Musi 
Banyuasin dengan 
kuasanya dan Sadan 
Pemantau Korupsl 
Penyelenggara (BPKP) 

R, ahli waris keluarga 
besaralm BS 

PT. Tunas 
Baru 
Lampung 

PT.Agrindo 
Raya 

PT. Tirta 
Agung 
Estate/ 
Lonsum 

PT. Banyu 
Kahuripan 
Indonesia 
(Makin 
Group) / PT. 
DSN (Danista 
Surya 
Nusantara) 

Desa Teluk 
Tenggirik, Kee. Air 
Kumbang, Kab. 
Banyuasln 

Desa Upang, Kee. 
Makarti Jaya, Kab. 
Banyuasin 

Desa Mangsang, 
Kee. Bayung 
Leneir, Kab. Musi 
Banyuasin 

Desa Karang 
Agung 
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Klaim ganti rugi warga desa ke PT. Tunas 
Baru Lampung disebabkan masih ditemukan 
selisih tanah yang belum diganti rugi seluas 
kurang lebih 167 ha oleh pihak perusahaan. 

Masyarakat menuntut plasma di Desa 
Upang yang dijanjikan oleh perusahaan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (kemitraan antara warga sekitar 
perusahaan sebagai calon petani plasma 
dengan lahan inti perusahaan) 

Warga Desa Mangsang, Kee. Bayung 
Lenelr, Kab. Musi Banyuasin mengklaim 
pengembalian lahan seluas 5.198,86 ha 
yang diduga berada diluar areal HGU PT 
Tirta Agung Estate/Lonsum dan PT Budi 
Tirta Agung Estate 

Klaim ganti rugi lahan seluas kurang lebih 60 
Ha sejak tahun 2006 

Pemkab Banyuasin 
mengadakan pertemuan pada 
tanggal 16 Februarl 2021 
dengan Direktur PT. TBL dan 
memlnta pihak managemen 
agar segera memberikan 
tanggapan. 

Masih berkoordinasi dengan 
Pihak Pemkab Banyuasin 
e.q. Dinas Perkebunan Kab. 
Banyuasin 

Sesuai disposisi Asisten 
I Provinsi Sumsel telah 
disampaikan surat kepada 
Bupati Muba tanggal 3 
September 2021 perihai 
fasilltasi sengketa pertanahan 
yang meminta bupati untuk 
memfasilitasl pengaduan 
masyarakat tersebut sesuai 
kewenangannya dan 
melapor1<an hasilnya kepada 
gubemur 

PT Banyu Kahurtpan 
Indonesia mempersilakan 
kepada pengadu untuk 
menempuh jalur hukum 

Masih dalam proses 
fasilitasi oleh Pemkab 
Banyuasin sesuai 
kewenangannya 

Permentan RI No. 98 Tahun 
2013 tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Perkebunan 
Permen ATR/Kepala BPN 
No. 11  Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Kewajiban 
Perusahaan daiam Fasilitasi 
Pembangunan Kebun 
Masyarakat 

Dalam proses Pemprov 
Sumsel c.q DLHP belum 
menerima laporan sesuai 
tanggal 3 september 2021 

Berdasarkan ND: No. 
153/ND/DLHP/B.IV/2017 
Tanggal 4 April 2017 telah 
dilapo11<an kepada gubemur 
jika fasilitasi sengketa 
antara kedua belah pihak 
tidak dapat dilakukan lagi 
dan disarankan kepada 
pengadu untuk menempuh 
jalurhukum 
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13. I Muara Enim I 2019 I Warga Desa Tanjung I PT. Bumi 
I 

Desa Tanjung Klaim ganti rugi Rimba Peramuan seluas 600 Telah dilakukan rapat tanggal 
Agung Sawindo Agung, Kee. ha di Desa Tanjung Agung sebagai hutan 19 Februari 2020 dengan 

Permai Tanjung Agung, adat hasil kedua belah pihak 
Kab. Muara Enim tetap mempertahankan 

pendapatnya masing-masing 
14Tt.ahat I 2019 I Gerakan Tani Sumsel PT.Artha Desa Pagar Batu, Klaim warga Desa Pagar Batu, Kee. Pulau Telah dilaksanakan dua 

(GTS) Kab. Lahat an Prigel Kee. Pulau Pinang, Pinang, Kab. Lahat atas lahan kurang lebih kali rapat namun belum 
Warga Desa Pagar Batu, Kab. Lahat 
Kee. Pulau Pinang, Kab. 

180,35 Ha yang diduga berada di areal HGU memberikan hasil 

Lahat 

15. Empat 2019 Warga Desa Tanjung PT.Sawlt Desa Tanjung Fasilitasl rapat antara kedua belah pihak I Telah dilakukan rapat di BPN 
I 

Dalam proses Faseta di 
Lawang Kupang Baru dan Desa Mas Kupang Baru masih menunggu adanya kejelasan batas Provinsi Sumsel ATR/BPN Provinsi Sumsel 

Sugi Waras Kee. Tebing Sejahtera dan Desa Sugi wilayah antara Kab. La.hat dan Kab. Empat 
Tinggi Kab. Empat Waras Kee. Tebing Lawang 
Lawang Tinggi Kab. Empat 

Lawang 
16. Musi Rawas 2019 Warga Suku Anak Dalam 1. Pemkab Desa Tebing Klaim pembagian plasma yang tidak sesual 

I 
Rapat faseta telah dilakul<an 

I 
Fasi litasi sengketa tanah 

Utara Desa Tebing Tinggi, Kee. Muratara Tinggi, Kee. dengan penerimanya yang semestinya lebih diserahkan ke Pemkab 
Nibung, Kab. Muratara 2.PT Nibung, Kab. memprioritaskan Suku Anak Dalam tetapi Muratara 

Lonsum Muratara justru mayoritas penerima plasma adalah 
orang-orang yang bukan dari SAD 
Terkait areal lahan pengganti kepada SAD 

0 akan diadakan rapat lintas sektor untuk 
membahas lanjutan usulan Bupati Muratara " C: 
yang memohon pelepasan kawasan hutan (I) 3 

- ID 

� ::,  17. MusiRawas 2020 TB dan Z, warga Desa PT.PP Desa Beringin Salah satu warga Desa Beringin Makmur Pihak PT. Lonsurn telah Dalam proses fasilitasi QJ ;:,::, Utara Beringin Makmur II, Kee. London Makmur II, Kee. II, Kee. Rawas llir, Kab. Musi Rawas menempuh jalur hukum sengketa, Pemkab Muratara (J) ID 
QJ ::, Rawas llir, Kab. Musi Sumatera Rawas llir, Kab. Utara meminta PT. PP Lonsum untuk dengan mengadukan e.q. DLHP Muratara tetap :E n  
-· QI RawasUtara Tbk Musi Rawas Utara menghentikan aktivitas di atas lahan milik persoalan lni kepada Pihak berkoordinasi dengan � ::,  

� QI warga tersebut Kepolisian setempat Pemprov Sumsel e.q. DLHP 
-, )> Provinsi Sumsel 7'. "' 
�!:'.?. 18. Penukal 2020 Kelompok Tani Sinar PT. GBS Desa Tanjung Klaim PT. GBS atas lahan milik warga Pemprov Sumsel c.q. Sekda Belum ada respon dari � o  

...... QI Abab Meriu Abab Desa Tanjung (Golden Kurung, Kee. Provinsi Sumsel telah PemkabPALI C: ID � .,  Lematang Kurung, Kee. Abab, Kab. Blossom Abab, Kab. PALI mengirim surat kepada Bupati QJ QI 
::, ::,- llir PALI Sumatera) PALI 

Surnber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 
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2.S. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan 
Peningkatan Akses Pasar Prociuk Kelapa Sawit 

Percepatan Sertifikasi ISPQ 

Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia memuat tentang penjaminan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan 
dilakukan melalui Sertifikasi ISPO kepada perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya. Indonesia 
Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah sebuah program pembangunan perkebunan kelapa sawit berketanjutan 
dengan tata kelola dan budidaya yang ramah lingkungan. Dukungan percepatan petaksanaan sertifikasi ISPO 
bertujuan untuk menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui 
berbagai kegiatan sosialisasi. 

Prinsip dan kriteria ISPO berkontribusi terhadap 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ 
Sustainable Development Goals - SDGs). Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-P, IUP-8, dan 
pekebun wajib memiliki sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) paling lambat pada tahun 2025. 
Dibutuhkan dukungan percepatan kepemilikan sertifikat ISPO bagi pekebun dan pengusaha perkebunan 
kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi target nasional. 

ISPO untuk perusahaan perkebunan dilakukan dengan menerapkan prinsip dan kriteria yang meliputi: 

1 .  Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan (10 kriteria, 21 indikator); 
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik (2 kriteria, 36 indikator); 
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (9 kriteria, 49 

indikator); 
4. Tanggung jawab ketenagakerjaan (6 kriteria, 36 indikator); 
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (3 kriteria, 9 indikator); 
6. Penerapan tranparansi (6 kriteria, 18 indikator); 
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan (2 kriteria, 4 indikator). 

Adapun prinsip dan kriteria ISPO untuk pekebun adalah sebagai berikut 

1 .  Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan (5 kriteria, 7 indikator); 
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik (11 kriteria, 17 indikator); 
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (2 kriteria, 3 

indikator); 
4. Penerapan transparansi (2 kriteria, 5 indikator); 
5. Peningkatan usaha berkelanjutan (1 kriteria, 1 indikator). 

Proses sertifikasi ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO (LSISPO). Tata cara sertifikasi ISPO diatur 
dalam Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia (Gambar 2.11 ). 

Program dukungan pelaksanaan sertifikasi ISPO dilakukan melalui pembinaan kepada pekebun maupun 
pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan 
pihak lain. Pemerintah kini tengah menyusun rancangan aturan turunan dari Perpres Nomor 66 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit terkait dengan bantuan pendanaan sertifikasi ISPO melalui Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). 

Dokumen Rencana Aksi Daerah 
Kelaoa Sawit Berkelaniutan 
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Sumatera Selatan memiliki 276 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki izin resmi dari 
pemerintah dengan luas areal yang telah berizin seluas 1 .  754.436 ha. Dari jumlah tersebut masih sangat sedikit 
perusahaan di Sumatera Selatan yang sudah tersertifikasi ISPO yaitu sejumlah 63 perusahaan atau berkisar 
22,83%. Upaya percepatan sertifikasi ISPO harus mencakup percepatan ISPO untuk perusahan kelapa sawit. 

Percepatan ISPO tidak hanya dilakukan untuk perusahaan, namun juga perkebunan sawit rakyat. Luas lahan 
perkebunan kelapa sawit rakyat atau pekebun mandiri mencapai 507.883 ha yang terdiri dari perkebunan 
kelapa sawit rakyat mandiri mumi seluas 193.146 ha dan perkebunan kelapa sawit plasma seluas 314.737 ha 
atau 32,89% dari keseluruhan luas lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Pendampingan sertifikasi 
ISPO bagi petani plasma umumnya dapat difasilitasi oleh perusahaan inti. Pemerintah perlu memberikan 
perhatian untuk mendampingi pekebun mandiri dalam proses sertifikasi ISPO. 

Peninqlcatan akses pasac 

Peningkatan akses pasar produk kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan peran usaha masyarakat di 
bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit. Upaya peningkatan akses pasar dilakukan dengan berpartisipasi 
dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang. 

Tabel 2.15. Matriks Sinkronisasi RencanaAksi 

(Uhat Lampiran) 

Tabel 2.16. Matriks Rencana Aksi Daerah 

(Uhat Lampiran) 

Dokumen Rencana Aksi Daerah 
Kelapa Sawit Berkelanjutan 
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Bab 3 ------------------------

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI 

• lmplementasi program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen RAD KSB membutuhkan 
kolaborasi para pihak, tidak hanya dari unsur pemerintah tapi juga swasta, lembaga swadaya masyarakat, 
komunitas, dan lembaga penelitian atau universitas. 

• Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB harus didukung oleh pendanaan yang 
solid tidak hanya dari sumber dari APBD namun juga sumber-sumber lain seperti skema kompensasi 
imba/ jasa lingkungan hidup (KIJLH}, pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH}, insentif dan disinsentif. 
pendanaan privat penghargaan lingkungan, a tau pembayaran sektor perbankan. 

• Pendekatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan dilakukan untuk menilai kinerja 
program dan hasil (outcome) sehingga dapat dilakukan perbaikan desain program di masa yang akan 
datang. Monev tidak hanya dilakukan di tingkat plot perkebunan atau perusahaan, tetapi perfu difokuskan 
di seluruh lanskap produksi atau di tingkat yurisdiksi. 

3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB 

Pefaksanaan RAD KSB di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Setiap 
lembaga memiliki peran khusus dalam mendukung implementasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. 

No OPD 

1 Dinas Perkebunan 

2 Dinas Ketahanan Pangan 
dan Petemakan 

3 Dinas Kehutanan 

4 Dinas Lingkungan Hidup 
dan Pertanahan 

5 Kantor Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN) 

6 Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil, dan Menengah 

7 Dinas Perindustrian 

8 Dinas Perdagangan 

9 Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan T erpadu 
Satu Pintu 

Tanggung Jawab dan Peran 

Leading sectordalam penyelenggaraan program RAD KSB. Dinas Perkebunan 
berperan untuk menghubungkan dan mengoordinasikan peran OPD dan instansi lain 
untuk bersinergi menerapkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB 
Provinsi Sumatera Selatan. 

Membuka peluang untuk integrasi petemakan dan kelapa sawit yang berkelanjutan. 
Salah satu program yang didorong yaitu SISKA (Sistem lntegrasi Sapi dan Kelapa 
Sawit). Program ini sangat relevan dengan kegiatan ekonomi yang diusahakan 
masyarakat saat ini. 

Memantau, mencatat, dan mendistribusikan data lahan-lahan perkebunan kelapa sawit 
yang ter1etak di kawasan hutan. Dinas Kehutanan juga bertugas memetakan secara 
spasial lokasi dan kondisi perkebunan kelapa sawit dalam berbagai status kawasan 
hutan, serta merekomendasikan penyelesaian masalah degradasi hutan dan potensi 
konflik sesuai dengan peraturan perundangan yang ber1aku. 

Memberikan arahan dan masukan terkait tata kelola lahan perkebunan kelapa 
sawit. Alokasi lahan perkebunan kelapa sawit memperhatikan isu pengelolaan dan 
per1indungan lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta peraturan nasional dan 
daerah terkait penataan ruang. 

ATR/BPN berperan memberikan data dan pertimbangan terkait tumpang tindih 
perkebunan kelapa sawit dan kawasan untuk peruntukan lain. 

Pembinaan, edukasi, dan advokasi badan usaha atau koperasi milik masyarakat. Banyak 
pekebun sawit yang belum tergabung sebagai anggota koperasi. Padahal pekebun 
skala kecil membutuhkan penjamin untuk memperoleh fasilitasi pendanaan, salah 
satunya untuk pengajuan dana peremajaan sawit rakyat. 

Mengawal proses hilirisasi kelapa sawit mencakup bantuan penyediaan sarana dan 
prasarana, bantuan akses pendanaan dan pemodalan, serta peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam pengolahan produk turunan kelapa sawit. 

Pembinaan pekebun maupun pengembangan model kemitraan untuk mempercepat 
pelaksanaan sertifikasi ISPO serta pengembangan pasar produk turunan kelapa sawit. 

Memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pekebun untuk mengurus dan 
memperoleh izin terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, 
diper1ukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga dan 
instansi terkait. Upaya tersebut termasuk pemetaaan dan harmonisasi kebijakan dan 
peraturan perundangan yang belum selaras serta sinkronisasi data dan informasi pada 
masing-masing lembaga. 
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Selain itu, pelaksanaan RAD KSB melibatkan para pihak di luar unsur pemerintahan seperti perusahaan kelapa 
sawit (swasta), lembaga swadaya masyarakat, komunitas, lembaga penelitian, atau universitas. 

3.2. Pembiayaan 

RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 merupakan program pembangunan strategis yang 
diamanatkan oleh peraturan perundangan. Pelaksanaan RAD KSB diatur melalui lnstruksi Presiden No. 6 Tahun 
2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Urgensi penyusunan dan pelaksanaan RAD 
KSB Sumatera Selatan dilatarbelakangi oleh kontribusi signifikan kelapa sawit terhadap PDB nasional, PDRB 
provinsi, serta pendapatan masyarakat Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB 
harus didukung oleh pendanaan yang solid tidak hanya dari sumber dari APBD namun juga sumber-sumber 
lain yang sah dan tidak mengikat. Gambar 3.1 memperlihatkan dasar hukum pelaksanaan pembiayaan dan 
pendanaan perkebunan kelapa sawit. 

APBN APBD Pelaku us.ill.I 

I P�mbryoan UlOha 1»1bbunbersumwdori 

UU 39/2014_...., 

PP 24/2015 Untang 
Penptimpunan Dana •------ -·-·· --- -- - - - PP 46/2017 tontanc lnotrvmffi 

tllonoml LJnckwlpn Hlclup 

Permen LHIC 32/2016 tentang 
Pengendallan Kebak,,.n Hutan 

dan lahan 

�•oenc-..,karhutlo 
dari APBH disalurka<l meblui 

Manggala Asnl Penaemb•naan 

BlaY• pencendobn karhut� 
darrAPBDdisalulka<I-■ 
SotlCer Oolcorllutlo Ptmda, 

R'WV•�\. NO pihak terbit 

SOM 

Perioobunan 

Pffptos 61/2015 Jo Perpreo 66/2018 
Per,chlfflfH,lnand■n Penauna•n Dena Perubunan 

litbang 
Perkebunan 

Perp,n 
44/ZOZO 

Pennentan 

31/ZOZO 

�-I Pwunculcrm 

sarpras 
perkebunan 

Penda:Nansertdik:Hi IS.PO 
beoumbctr dari APN, AP801 
5Unlbtr lain yang sah 

&,y,1 � ls.PO 
dapat diajukan pei..bun 
seuril beketompok. 
PtndanHn dapat 
�rupa: l•J pefatil\ao; lb) 
pendampingan 
PM'°l'ft'\Uhan pnns.p d.ain 
kHte<II ISPO; (<) 
wniftkasifSPOawal 

Gambar 3.1 . Dasar hukum pembiayaan perkebunan kelapa sawit 

I 
kepDkjen 

PerMbun•n 
29/2027 

Dana Jamlnan Pemulihan 
Lingkunpn Hklup 

0.0.Penanaulans>n 
�emaranJl(erusaun 

d•n Pemulil\an LH 

D•na Am•nah,'8onto.n 
�..i 

Perttnj.an 5-aVI� 
pengtmbafl&.}n SOM, 
dan Iii' ina da,n 
Pruar-�na peremttiaan 
$aWft. btoumber CUn 
Bl'Dl'ICS 

Berdasarkan berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, terdapat beberapa skema pendanaan 
yang dapatdimanfaatkan untuk pelaksanaan RAD KSB antara lain: 

1. Pendanaan dari sumber APBN/APBD 

RAD-KSB Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan dari 
pemerintah, Sadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pelaku usaha dan sumber­
sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. 

Dasar hukum dalam penyelenggaran pendanaan melaku skema APBN yaitu: 

• UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

• UU No. 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 

• UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan 
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• PP No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan 

• Perpres No. 61 tahun 2015 jo Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit 

• Perpres No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Indonesia 

• Permentan No. 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia 

• Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan 
Tana man Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SOM, dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam 
Kerangka Pendanaan Sadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 

Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun/rakyat (PSR) dapat bersumber dari BPDPKS. Dana 
PSR dapat diakses oleh kelompok tani, Gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan ekonomi pekebun lainnya. 
Persyaratan untuk mengases dana PSR yaitu: (1) Poktan/Gapoktan/koperasi beranggotakan paling sedikit 20 
pekebun atau memiliki hamparan paling sedikit 50 ha dengan jarak antar kebun paling jauh 10 km dilengkapi 
dengan koordinat; (2) legalitas lahan (SHM, SKT, Sporadik, Girik, AJB, hak adat atau hak atas tanah lain 
yang diakui keberadaannya). Selain program PSR, BPDPKS juga dapat memfasilitasi pendanaan terkait 
program pengembangan SOM, pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, penenlitian dan 
pengembangan, promosi, dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan. Terkait pengembangan 
SOM, BPDPKS memiliki program pelatihan petani dan masyarakat sawit, pendidikan, penyuluhan kelapa 
sawit berkelanjutan, dan pendampingan serta fasilitasi. 

Selain sumber pendanaan yang dihimpun melalui BPDPKS, program dan kegiatan RAD KSB juga dapat 
didanai melalui mekanisme APBN dan APBD. Alokasi pendanaan melalui APBD dapat dilakukan melakukan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu pemanfaatan DAK (seperti OAK pertanian, DAK lndustri Kecil 
dan Menengah, OAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan), serta pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan 
kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat desa. Adapun program yang dapat diinisiasi melalui dana 
desa seperti pengelolaan limbah kelapa sawit serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam 
mengelola sarana produksi dan menerapkan praktik budidaya sawit berkelanjutan. 

Tlwk 

Prr�lMNo J8tu,..,,./WOtrfJfpn,gl"ffl�OOlll<rf.'"'°11 ... kbunanK--lla-utan-
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_,._ ,..., ......... , .. -1.000h, 
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Kat1/1Cnt.l 
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•• 

Gambar3.2. Pembiayaan sertifikasi ISPO melaluiAPBN danAPBD 
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Terkait peningkatan penerapan ISPO, pemerintah juga memfasilitasi pembiayaan dan pendanaan sertifikasi 
ISPO baik melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota (Gambar 3.2). Bantuan pembiayaan 
sertifikasi ISPO diprioritaskan untuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi dengan luas areal 
500-1000 ha. Pendanaan terkait ISPO dapat berupa pelatihan, pendampingan pemenuhan prinsip dan 
kriteria ISPO, dan sertifikasi ISPO awal. Sertifikasi ISPO ulang dan sertifikasi untuk perusahaan dibebankan 
kepada pemohon atau pemilik kebun. 

2. Kompensasi lmbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) 

Pengelolaan jasa lingkungan diatur melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2017 tentang lnstrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang diubah 
dengan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Berdasarkan peraturan tersebut, kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup {KIJLH) termasuk dalam 
instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Skema KIJLH merupakan pengalihan 
sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat dengan penyedia jasa 
lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. 
Pada skema KIJLH, pemerintah terlibat baik sebagai penyedia maupun penerima manfaat jasa lingkungan. 

Adapun pembayaran jasa lingkungan hidup (PIJH) melibatkan pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu 
yang dinilai dengan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat 
sebagai penerima manfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian 
berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pada skema ini, tidak ada keterlibatan 
pemerintah sebagai penyedia maupun penerima manfaat jasa lingkungan, namun lebih menekankan pada 
keterlibatan masyarakat. 

Skema KIJLH maupun PJLH dapat diterapkan dalam pengelolaan sawit berkelanjutan salah satunya 
pada kebun sawit agroforestri. Tahapan yang perlu dilakukan untuk menerapkan skema pembayaran jasa 
lingkungan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi. 

• Tahap persiapan mencakup: (1)  analisis skala spasial penyediaan jasa lingkungan; (2) analisis jasa 
lingkungan potensial; (3) ruang lindung jasa lingkungan; (4) identifikasi para pihak yang terlibat dalam 
penyediaan dan pemanfaatan jasa lingkungan; (5) penilaian jasa lingkungan sebagai basis data untuk 
penetapan indikator yang akan diawasi dan dievaluasi; (6) penetapan bentuk dan nilai kompensasi/ 
pembayaran jasa lingkungan; (7) penetapan dasar hukum dan kelembagaan. 

• Tahapan pelaksanaan meliputi: (1) perjanjian kerja sama penyediaan jasa lingkungan dan (2) 
pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak dan perjanjian kerja sama. 

• Tahapan monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian 
kompensasi kepada penyedia jasa. Terdapat opsi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan di area 
agroforestri sawit seperti keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, maupun tata kelola air. 
Pendanaan yang dihasilkan melalui pembayaran/kompensasi jasa lingkungan hidup dapat dimanfaatkan 
terutama untuk program dan kegiatan yang terdapat pada Komponen C yaitu Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan. 

3. Skema insentif dan disinsentif melalui TAPE dan TAKE 

Transfer anggaran berbasis ekologi (Ecological Fiscal Traster/EFT) di tingkat daerah dapat dilakukan melalui 
skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) and Transfer Anggaran Kabupaten berbasis 
Ekologi (TAKE). Skema TAPE merupakan transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota, 
sedangkan TAKE berupa transfer dana dart pemerintah kabupaten/kota ke kecamatan/desa berbasis kinerja 
dalam menjaga lingkungan. Adapun dasar hukum bagi pelaksanaan skema Transfer Fiskal berbasis Ekologi 
yaitu: 
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• PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 

• PP No. 46 tahun 2017 tentang lnstrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 

• Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karban untuk Pencapaian 
Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaea dalam 
Pembangunan Nasional 

• Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karban 

Skema TAPE maupun TAKE dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan praktik pengelolaan 
sawit berkelanjutan di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi dapat menetapkan indikator pengelolaan 
sawit berkelanjutan yang harus dipatuhi oleh kabupaten produsen. Kabupaten yang memenuhi indikator 
yang ditetapkan akan menerima insentif anggaran sedangkan kabupaten yang tidak memenuhi menerima 
disinsentif dalam bentuk pemotongan anggaran tertentu. Untuk membangun skema ini pemerintah perlu 
menyusun indikator dan target kinerja, alat pengukuran kinerja, serta sistem monitoring dan evaluasi. 
Skema TAPE dan TAKE tidak mewajibkan penambahan anggaran namun dilakukan realokasi anggaran 
dan penetapan sektor prioritas. 

4. Pendanaan dari sektor privat dan masyarakat 

Sumber pendanaan yang berasal dari pelaku usaha adalah dana yang bersumber dari perusahan 
perkebunan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana lainnya sesuai dengan peraturan 
perundangan. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat 
berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba. Hibah daerah merupakan pengalihan hak atas 
sesuatu dari pemerintah pusat atau pihak lain kepada pemerintah daerah. Selain dari pemerintah, hibah 
juga dapat diberikan oleh badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri dan kelompok masyarakat atau 
perorangan dalam negeri. Adapun mekanisme hibah dari luar negeri harus melalui pemerintah pusat. Dasar 
hukum untuk pemanfaatan dana CSR dan hibah daerah yaitu: 

• UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

• UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

• UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan T erbatas 

• PP No. 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
• PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 

• Peraturan Gubernur No. 1 2  tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang 
Perlidnugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Program CSR dan hibah dapat dialokasikan untuk program dan kegiatan terutama pada komponen B terkait 
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dan Komponen C terkait Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan. Pelaksanaan CSR sebaiknya dapat dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah atau forum multi­
pihak. Selain itu, diperlukan adanya sistem pengawasan pelaksanaan dan dampak CSR bagi pengelolaan 
lingkungan dan penghidupan masyarakat. 

5. Skema insentif penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu 
bentuk instrumen ekonomi lingkungan yang menggunakan skema insentif. Penghargaan kinerja dapat 
diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan maupun kelompok tani/pekebun yang telah melakukan 
pengelolaan lahan/kebun secara berkelanjutan, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Pemberian 
penghargaan kinerja ini diatur dalam PP No. 46 tahun 2017 tentang lnstrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. 
Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi para pemangku kepentingan dalam mengadopsi 
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pengelolaan sawit berkelanjutan. Penghargaan dari pemerintah daerah juga dapat menjadi modal bagi 
perusahaan untuk penilaian di tingkat nasional, salah satunya melalui program PROPER (Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) oleh KLHK. 

6. Pembiayaan dari sektor perbankan 

Pendanaan dari lembaga keuangan, salah satunya sektor perbankan, dapat menjadi altematif pendanaan 
bagi kegiatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat. Adapun program-program 
yang dapat dibiayai oleh pendanaan dari sektor perbankan seperti program peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas pekebun dalam menge!ola sarana produksi dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam 
praktik pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. Dasar hukum bagi pendanaan mikro dari sektor 
perbankan yaitu: 

• lnpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

• PMK No. 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan lmbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha 
Rakyat 

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Monitoring terhadap RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 dilakukan dalam rangka menilai 
pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi 
dilakukan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan 
perbaikan desain program. 

Pendekatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan perlu dilakukan tidak saja di 
tingkat plot perkebunan atau perusahaan, tetapi pertu difokuskan di seluruh lanskap produksi atau di tingkat 
yurisdiksi, dalam hal ini di tingkat provinsi dan kabupaten. Pendekatan keberlanjutan yurisdiksi mempercayakan 
akuntabilitas dalam pelaksaanan keberlanjutan kepada pemerintah daerah yang bekerja sama dengan sektor 
bisnis, kelompok tani, dan masyarakat sipil. Di tingkat nasional, pembangunan sistem monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan keberlanjutan Terpercaya telah diujicobakan di beberapa daerah dengan tujuan untuk membangun 
pemahaman bersama tentang "keberlanjutan yurisdiksi" Uurisdictional sustainability) dan menawarkan 
berbagai indikator untuk mengukur dan melacak kemajuan menuju yurisdiksi keberlanjutan secara transparan. 
Terpercaya memiliki 4 pilar dan 22 indikator yang dipilih didasarkan pada regulasi lndonesia1 dan menjadi 
dasar untuk penentuan insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah, termasuk penyaluran alokasi transfer 
ke daerah2

• Berbagai indikator tersebut dirancang untuk mengevaluasi kinerja yurisdiksi dan menunjukkan 
manfaat dari produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif. 

Tabel 3.1. Pilardan lndikatorTerpercaya 

Lingkungan hidup 

Aspek lingkungan menekankan pada perlindungan 
hudan dan keanekaragaman hayati serta jasa 
ekosistem seperti perlindungan tanah dan 
pengaturan air, serta peningkatan kesejahteraan 
daerah melalui pengurangann kebakaran dan kabut 
asap serta peningkatan kualitas air. 

1. Per1indungan hutan permanen 
2. Per1indungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi 
3. Pencegahan kebakaran 
4. Perlindungan lahan gambut 
5. Mitigasi perubahan iklim 
6. Hutan produksi dikelola secara berkelanjutan 
7. Pengendalian polusi air dan udara 

http$:./lefi. intlsites/defaull/fites/files/flegtredd/T erpercaya/Briefjngs/2. %20Bridging%20Indonesian%20Iaws%20-%20BAHA­
SA.pdf diakses 4 Oktober 2022 

2 https:/lauriga.or.id/resource/reference/2021-04-26%20-%20ngopini%20sawit bappenas..mf diakses 4 Oktober 2022 
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Sosial 8. Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan 
Aspek sosial mencakup per1indungan hak asasi g_ Pengakuan hak adat 
manusia, termasuk hak adat, dan perlindungan 1 o. Resolusi konflik 
(safeguarrf) yang memastikan legalitas produksi dan 
keadilan sosial. Sela in itu, aspek sosial juga meninjau f-1_1-1. f-B_a

--"g'-ia_n_u_n_tu_k-'pe'--ta_n_i_k_ea_·_1 ------------1 
penguasaan lahan, partisipasi formal petani kecil 12_ Registrasi petani kecil dalam ekonomi, dan peningkatan hak-hak pekerja. 
Ekonomi 13. Produktivitas petani kecil 
Aspek ekonomi rnenilai manfaat bagi masyarakat 14. Organisasi petani k.ecil 
pedesaan khususnya petani kecil, dari 
partisipasi dalam produksi komoditas, dan dari 
rnempertahankan akses dan harga pasar. 

15. 

16. 

Oukungan untuk petani kecil 
lndustri minyak sawit yang bertanggung jawab (termasuk 
ISPO dan RSPO) 

1 7. Lapangan pekerjaan pedesaan 
TataKelola 
Aspek tata kelola memastikan tata kelola rantai 
pasok komoditas transparan, berk.elanjutan, dan 
inklusif. 

Proporsi angaran kabuapten dialokasikan untuk 18· keber1anjutan 
19. Akses infonnasi publik 

Partisipasi multi pemangku kepentingan dalam 20. perencanaan 
21 . Mekanisrne pengaduan 
22. Perencanaan penggunaan lahan berk.elanjutan 

Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain: 

a. Pembentukan sistem/skema pelaporan, monitoring, dan evaluasi 

Sistem monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan tidak berdiri sendiri, namun menjadi 
bagian dari penyelenggaran Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan mernpertimbangkan 
indikator-indikator yang memungkinkan untuk mengukur keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti 
Terpercaya. Dalam membangun sistem monitoring dan evaluasi penetapan indikator, target kine�a. serta 
pembagian peran antar pernangku kepentingan merupakan tahap yang krusial. Melalui proses diskusi yang 
inklusif telah dilakukan penetapan indikator dan pembagian peran pemangku kepentingan untuk setiap 
kegiatan yang d irencanakan dalam RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang pada Matriks 
Rencana Aksi. Tabet 3.2 rnerincikan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses monitoring 
dan evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi RAD KSB sebaiknya dilakukan sesuai linimasa Pemantauan 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

Tabel 3.2 Peran pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan 

No. Pemangku Kepentingan Peran 

1 .  Ketua Tim Pelaksana Daerah (TPD) 
Mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi, termasuk 
pengumpulan data, serta melaporkan hasil pelaksanaan RAD KSB Provinsi 
Sumatera Selatan 

2. Sekretariat TPD Mernfasilitasi kegiatan rapat TPD maupun kegiatan kesekretariatan lainnya 

OPD Pelaksana (mengacu pada 
Melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data 

3. sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing 
Matriks Rencana Aksi) OPD Pelaksana 

4. OPD/lembaga pendukung 
Mendukung dan membantu OPD Pelaksana dalam melakukan identifikasi, 
pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data sesuai kapasitasnya 

b. ldentifikasi kebutuhan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

Perlu dilakukan identifikasi data untuk melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator yang 
telah ditetapkan dalam Matriks Rencana Aksi. ldentifikasi kebutuhan data harus disertai dengan pemangku 
kepentingan terkait yang dapat memfasilitasi penyediaan data. 
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c. Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data 

Penyediaan, pengumpulan. dan pengolahan data dilakukan oleh OPD Pelaksana yang telah ditetapkan 
pada Matriks Rencana Aksi. Penyediaan dan pengumpulan data juga dapat dilakukan oleh OPD/lembaga 
pendukung yang dikoordinasikan oleh OPD Pelaksana. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi 
langsung maupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah 
data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data 
perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD. 

d. Pelaporan hasil pengolahan data sesuai indikator penilaian yang ditetapkan 

Pelaporan hasil monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan 
hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya, informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan 
evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. 

e. Penyelenggaraan evaluasi terhadap capaian program dan outcome 

Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung Pelaporan 
pelaksanaan RAD KSB dihimpun dari masing-masing OPD pelaksana dan OPD/mitra pendukung melalui 
komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB oleh TPD 
disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB 
Provinsi Sumatera Selatan disampaikan oleh Gubemur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri 
u.p. Oirektur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

f. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dalam laporan kinerja daerah 

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi perlu diintegrasikan dalam pelaporan kinerja daerah sekaligus 
menjadi bahan bagi evaluasi perencanaan kebijakan di masa yang akan datang. 

g. Soslalisasi hasil capaian RAD KSB Sumatera Selatan 

h. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan untuk perencanaan kebijakan di masa yang akan 

datang 

Berdasarkan hasil identifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan RAD KSB yang telah disinkronisasikan 
dengan Rensta OPD Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan 
sub kegiatan serta perencanaan tindak lanjut seperti pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan 

(Lihat Lampiran) 
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Bab 4 ---------------------­

PENUTUP 

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 
merupakan wujud implementasi lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional 
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. lnpres tersebut mengamanatkan kepada 
Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk menyusun RAD KSB dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka 
pelaksanaannya. RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan acuan dan pedoman membangun dan 
membina para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan baik pekebun mandiri perorangan 
maupun badan usaha/perusahaan, untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. 

Pembiayaan yang timbul dari program Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di 
Sumatera Selatan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Sekretariat Tim Pelaksana RAD KSB Provinsi Sumatera 
Selatan mendukung dan melakukan pendampingan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, 
dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan. 
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Bab 5 -----------------------

LAMPIRAN 

Matriks Sinkron;sas; Rencana Aksi 
.. �gla� (RAN KSB) KeluaranfRAN KS&) 

WAKTU PELAkSANAAN 

zo:u 2012 
I ' l • 

/t., IC0M,OflillN: PtfllGUATAN OATA. P[NC.,UAf-'N KOOROINA5i DAN fNJ"IU!STIC1.JKTUII 

1. Pt(I� Pen,uatan Data Oa�r �rtr.ebunan Kela pa 5aw1t untuli duk.un,an tat■ ke,lot� perhbun.anya,n1 leblh b2ill 

'rersus�nya S)edom;an 

Ll. 
�nPedoman 
Pcn�Q.ln Pekebun 

pendataan pe_kebun di 
tl�bt�l, provlnsi 

2021 ,022 

d:i.n bbup.aten/ kota 

2, Procnm Pem.binaa,n pe-ny.=k:fl�an lnl«mHi �l•ITcffiiltlk (/GT) a,cup;5n kd,un 11.dap.,: Awft 

"acnpi.L1osid� 
pene:intE!W&� IGT 
rurupan kf!bun 1:awit d.111 T��ya. lGT rut.up.in 

2.1. bert,,atai kebun sawtt y,11,w 
KM'IC'nl.Ori.an/lembaga,M.} leflnt:!gl'lllsl 
t(ll'l:.;iit pert;ebunan ket.apa 
sawtt 

Menyus;un � a,;au 
Norma, Sb!ind.,c,, Proscdur, Tenedianya pedom,11n at.tu 

2.2. 
dan Krite,-1. {NSPK) NSPK pernet:t:.n p.;i�t,f 

pemetaan pa�patlf 

2.3.1. Tll:m:dianya data 
pek.ebun dan peta �i 
keburlnva y.ma: dlp��rui 
sec:ara bekall!I di 26 prcruinsi 
�h;i5(I It.clap.a s.Mlit 

Melakultan pendataan 

2.3. 
pekebu!'i d11n pr:meb;:m 
lok�i �burw,ya, y.ing 
dlpetbanil sea:ira bcrulai 

1.3.2. TOf"MJdiilll"tYa peta 
indlkatif dan kebun. k�un 
V&n1Sl.16.1hpt!'fk, 
f.ih'tm:iij;,k;;m ci 21 prtMOsi 

2.).1. ren;,edlanya fasllltalQI" 

Melakukan pelalihan 
pemeo:in p:irtiSipatif 

J)�l!ltrp;!lrtkipatitb.:.gi 
org3nbasi perongbt d.acrah 2. 3.2. Tet"lakwnanya 

2.4. 
terbit,. perus;ahan dar, pemetun pa��Tlf � 

masvanikat di lob,i d:i(lr'Jh pureontohao 

perkebur,an 

2.3.1. Ttm:�v.i f.Jsilitrtoc 
peme-taan pa,-tklpalil' 

Mel.airukan pelatihan 
2.3.2. Terlaki.anany.ii 

pemeta.anputk�blb:lgJ 
org.ants;MI J)l!t'tm,gbt dtrer1lh pemeto1an partlsipadf di 

2.5, d.aa'.:ah Dffl'COntQi't.in 
l�k..iit, pervsahao clan 
m:isvair:iht di lokasi 
porkebunan 
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2021 2022 

20'1 2022 

202.l 2022 

2021 2022 

2021 2022 

2023 

2023 

2023 

202l 

2023 

202l 

2023 

lnq;an,s,VI.A!,mbap 
P�n•nggun1Jaw.ib 

' 

Kementertan Pert::al'lian 

Sadan lnfonn;u;i(;empaslal 

L 

2. .. .. 

tmt.ll'lsa/1.4!,mbap 

P•ndukUf'I£ 

• 

1. Kc,m,cnt1:rl.in 
Lhisku,-pn Hkfop dffl 
KetlUtan&n 

2. KOrnOnterian 
Ag.ra/'Q danTatb 
Ru, ;111g/B;ad.m 

�-,,iN.don;,I 

3. Kemenl't!rian 
Pet"efl<anaatl .. ..,_,..,..., 
N.tS4onaif�;an 
P�rencillf"l.ian 
.Pernba.1'1gunan 
Naskmal 

4. Ba&it1 l nfQf'm;,:;i 
Gf».pi'Sial 

S. 8ai:fan Puw,t 
Statistik 

&. a.-d<1n�elol.a 
O;an;iiP�bunart 
Kelapa S8W11 

7. Pemerintah 
Provtn.sl 

a Porr,c,rh,tah 
K.Hlupatef\/Kot.i 

9. Pelaku US.'lh:, 

kementerlan Pert.enl:l,n 

kemen ATR/BPN 

l(en,�utK 

kementerbn D.11-
Negt:ri 

5. Pamc,rov .. �mbb/-.ot. 

7. Pi»btuvuiu 

L ICementan 
2. �enATfl:/SPN •. IC.emenl.HK 

Badan lnfom\HiGl!tQf.p�ial 4, Kemendagrt 

5 . ......... .. Pemkab/Kota 

7 �l hkuU:$ah:, 

L Kementerlan 
KOOl"dl,natol'Bidbr'ig 
Perekor"K>miain 

L KC'ffll!:n PPN/ &a,ppenas 

Kementerian Peranl:iin 3. Kernen ATA/8PN 

4. BIG 

5. 8P5 •. BPDPKS 

7. -.. = 
8. --
9. P't-l llkvU�ha 

L Kem�tan 

2. kemen A11VBPN 

B&dan lnformasi GeQi;p,:iii• 

l. KemenlHIC 

4, Pempmv 

5. Pemlt:abA(ot.a .. Pv:l.ilu,.1U�h,1 

7. PelakulJsah.l 

L Kementan 

2. Kemen ATR/BPN 
Bad.an lnformHi Ge,Qsp.,:,l,11 

KemenLHIC 

4, Pemprov .. Pemkab/KOla .. Pe&ala.JUsaha 

Prognm (�Mtra OPD) 

Program Pe.-1��.iraan 
Stiitistit Scktorilll (Perkebu"'3n 

Kela:paSawlt) 

Pro_gram Penydc!ngprMn 

lnt'ormasi Geosp,uial Teimarik 
(+GTI tun,pan ke:bun k�l.ipa�wit 
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3. PVoeramPenin,.btansoslaUsasiregululd;an keb)Jakan u,rb.it u.� pencebunan M-iap,i AWlt berkelanjuttm bilCI petl.ebundan 11«m¥1gku kepentlngant:1i"nya 
L Kemenc&aerl 

2. IU!!mc,nlH( 
n:rbitnya strate11:I 

Meriyusunstrat�I komunilrasl dan renca,,,yi l. KcmR11 ATR/BPN 
kornunika<si dan re� sosialis."!lsl �.1h.1t;i,o dan 4.  kementcman 

3.1. sosla11s.,sl v:ms 'lfebif ba,il keblJak:.!Jn vana: t1Jrbit 1021 2022 2023 �t,i;.'l'iom Pertanlan Kornunik:a:Ud;1m pekebun d;an p.ar;;i deng11n USMl.a JMl""l:ebunan lnforrMtita pemcanglcu itepent1fCcM' kelap.a uwit bi'r�al\juun 5. �enterlan lainnya d'i 26 pflMnllf pcnghasll Ketenagakerjaan ko;;l;apa s.ii'#lt secara �r'bl.l .. BPDPKS 
7. l>emproY Prosra,n sosl.!l[Js.:s,si re&:ulasi d&n 
8. Pemk..ib/lCota �eblj,ak.trl ttrk3it usaha .. PeiakuUsoNI pi>rt:abunan kelapa s-.twit 

berketanjuullf\ bagJ pd:ebun dan 
1. Kemendagri r,errt,;,H1pl.rkepentillwlnta1Mya 

Te�t;J,lTl{aSOSlallsasi ,. KemenLHK 
Melaltsanab.1) $0:$i.llil.asi f�n:M d.>n kd>fJ.ikiln 3. K�ATR/BJJN regtAasl dan �tbijakan sesuai lltr'.lt\?81 komunb� 

3.2. sesu.Mffl'ateej" komunlbsi d.in rencana sosialb.asi di 2021 20:U 2023 Jementwian P"eaanlan .. Kcmookorninfo 
dann,n(;anas�;,il� f.lrie';at pus at d;)n di 16 s ............ provinsl pengh3:lil k&pa SPOPKS saw'iu�aor.i bertala: 

7, Pemp,ov .. Pl,lmkitb/lCoUII 

4. Progr.m, Penl,,etatan Sirw:,rgttas �tilr IU!ment.erl:11'1/k:mbap pel'nerintati daenh da&,\lnhubun&,illnnya dellg,iln usaha perltebunan ktl:apa sawit 
•. PelakuU�h;, 

L Kemffit:an 

Stnktooisa.sl kebtjakan 1.iu,h.a 2. K.emcnLHK 
4.1. �unan kelaP3 s-wlt KebiJakM y.ing sudah 2021 2022 2023 Kemcnterian Koordln.awr 3. IIC�A.TR/BPN yane dilakukan IM..'Ciiffif dkinkrQni�I llid�11s li>e"ei;onomlan berut.11 .. Kement.erW'I ..,_.., 

S. Kernertd.>sri .. BPOPKS 
L ...... 
PPN/Baw,e-n�� 

Ptoe,am pef'»r'lgbt.,r, Jlnergl 
2. �nkeu ;;in&M ore:anisasl persrtsl:� 

daerah bE!rkAitDn denean usah.i 
3. ICernentan pe,rtcebul'\IM'I k.elapa sawlt 

SinkTonlsasl data d11n Tenedlany;;i da� dan .. KemenLHK 
Inform� pada ma�t- lnfo,•mui y�ng telah 

Kemer�im 1(oordjnator •. Kernen ATR/BPN 4.2. �nl:ronf$.Jsl p;;ida rnasfflS- 2021 '""' ,023 m;;isme: """"• Sida.t!,g PetekonQmi� 6. --.. kementerlan,,1emblg;1 kemcntcrl;:m/lernbaga 7. Kemenda&rt .. BPOPKS 
9. BIG 
10. BPS 
11. �mprov 

12..Pemkab/l(ota S. Progr-,Pf:cmbelltul:anTim Pelats:ana DHtah dalam bentull: forum multi pfhak tetapa Shilt berkc.l;ii,jutain di tlrlgkat pnwN'l,i d-an tabvpatRn/kOQI pena;huff ke�pa saw ft 
daoet'3hd�;amberituk� 

S.l. multi pihall: kelapa s.awl1 
berkelal"ljuUln di tingk;n 
Pf0\lil1$id;:1n 

B 4 0 daoettlh d;alam bentuk forum 
multi pihak kelapa s.awit 
bertefanjutan di til'lplllt 
prO'lli� d.On kabup.1ten/ 

''"' 2022 

Ei. Proi&nim PembafteuMn lbn pcrnnp;;mi" J,aian u·ntult mt!ndukuna pcr,fflpatan lwalitas us:t.ha pcrkebunan ke.la.,_ sawit 

M�mb.1�ndan TC!t"b.in&Urmva Jala-n yang mt:niril:l:katkan �ita5 Jalan 
6,1. Y3f'8 diperlukao di rn11menuhi stander di zo2·1 2022 

kabupaten,/ k(l� pcingh;;isil kilbop�t.r,n/lc.otii� 
11:elapasawlt h·l.ip.1wwit 

7. Program Penlfl$k.rt.an kepat.uhan hulwm b.tgi peta,k.uusaha dalam usaha pet'ftbun.an ltelapasawit� kOOfdlnatH 

Membehtuk kekwnpci,k kctj;, T(!(�tu� k91ompoll 
7.1. a.nwin:tt.tnsicl� kttja IIRbl instam:i � 2021 2022 

up.aya kepatuhan hukum upaya peninJkat.an 
lc.ei,aruhM hukum 

Menirlf;btnyajumlAh &n Menh·'IS�kan )UM.lahdan kompeten�i PPNS cbrl 28 7.2 kompau:,ml P11nykilk on1r.e mcrij,11di lOO orang 2021 202l 
Pegawal Negerl Sipil jPPNSI PPNS unwk 21 PrCJl-"lnsj 

l. �Mriritiilh Provins! 
2023 l. �rlntah 

x..bupaten/ Kola 

Kementerlan P�j.l� 
2023 Umum d..:an P«rUmahan 

Rakyat 

2023 Kementerfan Peft.1"i:u·1 

2023 

L Kementtn 

,. Kernendacrl 
,. Pel.kuUwha 

t.......,dagn 
2.. l'Cl:mcn PPN/ Bappenas 
3.K.eroentsl\ 
4. Kement:erlan Desa, 
Pemb.lrcvna,n Oaerah 
Tortireg..ll din 'rra�sl 
5.6POPKS 
6..Pempr(lll 
7. Peml:ab/koU 

L 11:vmenlHIC 
2. Kemert ATR/SPN 
3. Kemenaker 
4. P�prqy 
5. Pemkablkot• 
l.�nLHJC 
2. Kernen ATR/SPN 
3. Ketn1:nurri;,n 
Pendavat00aan Aparatur 
Negara danReform:isi 
Bir� 
4. lemeterian Huki.an dan 
&kAsasJManusla 

S, l(epollslan RJ 
6.Kl-j.i�nfU 

7. PemprO\' 
B. Pemtat:i/l<ota 

n Vlltlrt lffl Pelaksana Oaerah dalam bllntuk 
forum murtl pihitk ki:lapa AWlt 

�k�l;"j �n di tingle.at 
ktlb.Jp::a�ot.1 peJli:hasi kerspa 

Pf"ccram pemba1'1gu�n dan 
peningkatan jalan una.ik 

rnendvkuns kualltas usaha 
pcrkebuoan kelapa :s.awi'l 

PtOf:l'&tl't kolabot:n:i dcnlliln 
p,::l.lku us.aha �arm usaha 

perteibunan kol� sow:it 
bch-k�l:mjuu,n 
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WAKTI.IPEUU<SAHAAN lnataMII I.AriN!gil No Koo,-.(RANKS8) l<aiwran(RANKSB) hn.nggun,g Jawab 
2021 2022 202' 

1 2 3 • 
,0-�PO � IAT_.f. ,s .... . rr• EKft 

•·Prag,..,� MpMIIN ct.n � pellObun mum� benih bWMl1lflUI 

-- T-

a.,. tlflllOg pangounHn 
Mnlh befserl:lfkal begil 

tot,.._lenl•f19 
penggunaan btn.n 2021 2022 2023 Kln'lfnllflan pertan1an .,......,, btfsetbfi'katcl21 P,O'Msi 

-- T�i,gga,.1111,,-................. --
Qfl'lllraan.2,..-� ...... --

•- proclu�oeoit 
yang memil11d itttM,n ·--

• -- .. --
1.2. yang menill kebun yang_ .... 

tumbefbenn, tlffllh dan/111:au 
2021 2022 202l Kemfflol.Wl•np,wlfWlten 

b pmdusen benlh e 8VMN -- .... __ -
--
Ptti:ebunen 

Mengtm�lcan ToqeiMy8-io-.. .. __ .... 21p.-ow.---. 

• Pfl)dusenoen, 
)'W)gmet'TlihJd,ktoun 
lumber beoih 

• ,........,...., . --· 
u. -- --- 2021 2022 2023 ---

- --
• prndUhn benlh 

d.111n•tau yang me,nbu...-keo 
benlrldafY....., 

· · - ·· 
- -

tr'll¥a produser, btnlh 
MtimfiddMl peningkattn 
� P,oduseft Mnll\ yang memticsarun benlh 

I.A. --- NP.a!urde,,spn 
20l1 2022 2023 ------NP ... tnUk� t'NIITIIWQMbuntumbef' -- �lriukfflt!llUlllbwlit'I 

ber&efUft>.atdi21p,OW'lii 

8.5, 
Pf"OIWHan dalam 
penyedillan den 

penyedlllcm dan 
peredaraft bel'llh 2021 = 2023 Ktmtrllenian�I\ 

po, ......... ti.fsertifikat�lokaik .. ___________ ., ___ ,__, ___ ....., 
• 1 tNns pamantauan dan 

eYaluaM penerepan ha .. 
� pamantauan dain 
IYII� penwapen ..,_ 2021 

pefebhln OAP p81ttNnGAP .. ..,...,..,,,.,., ... GN'dlllftgkal-... ---
---

OlnprOW'mbut.Cllllt 
-- 2021 

��ra� �;,nparapi,"4( --· �perioelk; 
-l/lgkatl<ln 
p.nyolenOgasaan --,.--

03. -- _.,.._ :IQ21 
-- --
--

Menytlffflg9i!lrakan 1 "'''li;Unanye k�i11 

9.4. �yutuhan tent&ng pen,iulllhan tfnttl'!Q 2021 -GAf' pado 500 �OAP bllgi p�IICUr'I __ .. ., 
10. Pn,g ..... ....,.._ _____ .. ,...._ 

Men�Qlkansos� TertiabsnMy•� 

abh penda.naan dari tentang ak� pondtMan 
10.1. pM>1nklnl ltmoaga d8.II peibilrikanl IIITil),tgfl 

keufftf"llal nny& k"t111nGtn laiMya. di 21 .. -
__ ,._ --

Ollleffl�m peio.oun d;;tle,n 

pt!l'flUlten unfuk memanuhf persy11mtn 
t0.2. men<lapatbn Uf1tuk mendap1lkan 

f.om,endast teknis ,.omenda5ittctli1 
pe,�kebpa� p.�nlr.alaplMWJI 

- _ .. ,,,..,... 
Menlngqtkan �.,. · --·--:-:--)'8_-¥9"_' d•na P«emafaan Sawit Ql8f6�an o.n, untUk 

10 3. Rt�II {PSR) dengan PSR datl Sadan 

-- P,ngeklla Dana 
Perkebunen Ktlaps 8.-wi ....,..._ndana {BPOPKS)dan_...,. 

Menlr,,gutlbn �elanca,an Monlngkatnya retlllffl 
panyalwan danei 

10.• �-lam penyalu.ran cfana ptremataan � 
PSR-- pelr.ebl,;n d1 2l ptOrMII 

,_...,..ranya apo1 11n 
evalu.asi p9rmH•l•han 

MQ!akulCln.,,.tu,n, oanrekOmtn<Jalr� 
105. ---- --·-... --- -----

�......ct-,. 

dl 21 prO'fflsl 
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2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2022 2023 �ementenen Pertanlan 

2022 202l --

2022 202l Ktment__,�n 

2022 2023 Kemtnt., .. n P«tantan 

2022 :>023 Kement«11n Pertanlan 

= 202l l<Amentt1lll'I Ptrtanran 

= 2023 Kem9f1tm'len�n 

2022 202, Kemenltnali�n 

2023 2112< --n 

lntb!Mif l.anbaga 
---._"¥'••�0..-,,,,__._..u 
Prov &.t"4II )'fflg •esuat 

,.__,llkung deogan .PfOSII'-" � RAN 
K&8 

I ' 

1 BPCf'KS ,, ,,_ .. 
J Ptmkab/Kote 

4 P.-uusana 

t �BUMN 

,_ .. 
3 PlfflQfti'Kda 

• ...,,Usoho 
-

s, ,,_Benih 

--
1 _.._. ---

---
Sltilnll p,odut:11 

2 Pempc-ov 

3 ......_ 
• _,Usah, -· 
--

1 Ktmenl8flaJ1 BUMN 

2 -
3 -·--
P.vtah•;;m Produton ... ,. 
1 P•mprov 

2 --

' Pomprov 

2 Pemkabll(o .. 
Ptlaku Uuha 

1 BP<lPt<S • ........ 
3 p- "'--

kapHrtn dan ll;a,pabllus • PtlakU UMht pokebun dalam m41nerapkan 
1 9POPKS pr.1ct.lk b(idi�· yan9 balk d;in 

2 ........ Beftlel.,-ilt,un 

3 -
• Pelaku Usaht 

1 Pemprov .. -
3 ,,.......,..... 
I -
2 Kementenan 
SIJMN 
3 Pemprov • -_,._ --
tlUMN 

2 BPOPKS 

3 Pemp, .. • -
5 --
1 Kemenko 
Bldang 
Por•onoml�n 
2 BPOPKS PYognm pen1ngkltan pr� 

3 p-,,- ---

e.i..;.-·--
P,woA<onomien 
2 Kement0m1n 
BUMN 

3 -..ov . -
5 BP<lPt<S 

e Pelaku lhah8 
emMetoar 

BUMN 
2 BPOf>KS 

, ......... • --
s Pelllllru Ut•l\f 
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11. Progr... _________ 

l�daftbffl)li!'lg-, 
dalam pembenlu!tan 
,:efem.bagaan peke,oun di 
2t P'ow, .. penghaslf 
Mlepesawtlsecara 

--- 1 1 1lT� 1 1 1  -- --yong 2021 2022 2023 
--- bel'btdtn hLMUm dJl,m. 

bwlWk Koperasi. 
dal\llll•u Baden Us.aha 
Mlffk 0... (8UMOES) di 
2$pt0Wnip,ngha,a 
--

Me111ngkat.nya 
kem1mpu11n m811aJerfal """'- pangun.1• iembasa 

= 112 pet<-- m, 2022 -- .,..,.... ........ 211 pt---
...ww..e.ra-befbla 

M&nyuwn ,:,.Cunfuk tekni• Ttf'lill!CNlnya�k 
111 JUii W Ttndln Buah _,...beilTBS 

2021 2022 2023 -(T8S)_ ..... Mlac,aMWiprOOIAi ..-- -

Ttu.edl1nya laporln 

rekomonda'Si hasif 
ME!laki..lqnpem,atltaUan pemlt!CIUan dan � 

11. --- --- m, 2112.2 2023 us.aha---. pe,uuhaan ---
---· ptQOYn ucara betbll 

dj 2e P,CMOSI penghesM 
kehipe NWll 

12. Prog,ra,, Paningkatan penyuluhan plf1MIM di k.awUM Nntr• pcodlHlai Mlape NWit .. ·-•r-daCa\lllllUlll 
121 ---i---- 2021 2022 2023 --- --

perbbuMn mtilputi p«i,i.,.._n malipuu ASN, 
pelilbhen UMIA pelat1hln penyutuh 

122 menlngltlO.lln kOmpetensl pertal'lt,n bklang 2021 2022 2023 --- _ .. ,......,.. 
---/\SN- ----·-,...., __ 

12 3 pen)'llluh •'Ntldl.P pen�an kepada 2021 2022 2023 masye.,alr.ltdan P",tOun kMa� s.,Yffl 
penJ$jhoan cf.lilam oleh penyuluh r.wadJ)'• 

I Ue(akuqn pWtgW!ltM 11e,,.._,..,-.ya .... ,,.,,. 
12• pe,anS.WPtn)'tJluhan -- 2021 2022 = 

-•(8PP) wbogal --
-----� 

Ho Keol.-(RANKSB) KMUtrm (RAH KS8) WM.TU P£LAKSANAAN 

2021 I 2022 I 2023 
1 J 3 I I 

C . OL L L,.� · 
13. Program PenlnglUltan Upay1 K.on1ov1tl Ke•netc�.agam1n ti1yatl dan lansltap por1cebl.lnNI 

1 
, ., ... ,ny. res,ulasi 

Men)'USllfl ,-OUJNI ..,.,_!<EE.., -- ---l 
-E-(K££J ,., --- "2021 2022 2023 
pema,uuan ,,-iHHnMn 
Areal e«n.._, KonMrvaM 
Tingggi tABKT) 

1 3 2 1 T� 
----
0.,,�MIC&l'II 
btrktl1n,utan 

Pemans11U11n Oen �aluasi paogelod■an 
pangel�••n knMllaragaman ha)'all 2022 2023 132 keatt«at1Q11Mn h.ay.tU .. 211 __ = .. __._ ----

13 'l .i: 1 lftedianya data 
jumtah pe,u9.ah1um yWlg 
mengelola �:o�:a:==-
, .......... t)'� 
--KEE 
dli!'lkew9Mntindur,g 
untulC i,tmeRntah 

Melakukan lOtl� 
KEE d.wi ltlWflln PfOY1n11dln 

2023 133 """"""-- 2021 2022 
-- --
- Mllp,MW1dl26 pt---.. ••WII 

�- F""-"'-
--- -KEE-
berlanQIOur-wl!IWllb dalam kNNk1,..,-non �,-

2022 2023 134 pengekllun KEE dan di lingkat prOYfnsl Clan 2021 
k�1t.,i11o-,nan hayatJ tc1100pttltn peoghas� 
di ti,.,.i p,OYN'lll dafl utapeMWtyang -""""'""' tnel'l'llltld peral'.IM!C81'8 

.,_, dan 41 � a 

Met'tl�per•nurt6 
pelaJw u,uhfl p«Qbun.an TentkMnarrya peran 

135 t:efapa UWII d#am seiu pe,1ku usaha 2021 2022 2023 Plfubunen keb� � tehalbwtali 0.9'ah All:ran d.al,m,_,abiiar.i DAS 
-(DAS) 

---- .. ;.. 

--

--

.............,...,_ 

KemiwiiM1aoPerun.n 

---

Kemtnttlnaf'I p..,.,_,, 

KtoMen!erian Pslanl1n 

---

fn.stinsll l.Mnblga 
�ungJ,..at, 

• 

--
HidupdanK� 

--UOgkungan 

---

.....,..,,,..'-",gl<_ ----

Kementctian Ungk.""1an 
Hidup dan Ketlut..,..n 

Kememerian Ung)(un,gan 
Hldup danK.ehut.etwtn 

1 Ktmenterian 
,Wptf'NJ & U&llh11 
Keail dM Menenga,h 

2 � 
3 -
0....-
o..-.n T«tlnQOai 
oan T,6r,llfligr as 

• Ptmp,ov 
� p-
e --.. , ___ ... 
UIIM 
2. Kemandagri 
3 KtrMnlerian 
O...POTdan Pr __ ... 
r,- ---• - -
5 P�•blKota • Peleku Usaha 
1 Ktmendag , -
3 _ .. • """"'"""'"" 
5 PNlll:u USahl 
1 l<tmenkopdan 

l><M 
2 -
0.. POTclM 
r .... 
3 ,,.,,,prov • --.... 
5 Ptlaku Usaha 

1 -
2 ........... "'. 
7. Ptflku Usaha 
1 Klmendagarl 
2 ........ 
3 -
8 _......., Pr09'1ffl--, -
2 -·-
3 Pt&IICu Usah8 
1 ·-
2 -
3 -.Uuho 

�"""dal3m �--•OPD ,__....,,,.,... Prov Sumsel yarig ..,_ 
-- -pn,g,wn-RAN 

KS8 • 

1. K,mentan 
2-
ATIWPN 

3. BAO 
4 ParT\DrOV 
5. PM\11:ab/Kota • Ptllk.u Uuhet 

, Ktr,nentan 

2 -.. ,.,.,,..,,. 
3. �rov • -
, ...,_, .. 
2. Klmln 
ATAIS""I 

Progrom-
--

. _  .. 
• PemkabtKOla 
5 PolokuUooha 
I -·-
ATR/8PN 

3 BRG . ...,.,.. 
5 -
a. p....-i,IJMhll 
1 �  
2 -"' 
ATR/8PN 
3 Pamp,ov . -
• "-Uuha 
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--
13,ll!li.1 Tw'Nd1anya 
----- -- ==:.::.... .__ ... .......,_ ,.. palindungart dan 2021 2022 2023 

pengek)laan reslorNI 138.2. T9Redienyt, Htdup dan Kehutanan 

gambti oleh F)411UNhHn renean,i <Ian 
dainpek@bun wnp1Efn4!nt•� 

perHn®n;an den 
14. Program Pef.aksanaan Penc:egahan � K.-buft clan lahM 

r.......,_...,. 
�ndulcMn9tl" Pnl�lolntuk,-_4IOUn 
1acane prn.,..na uncuk yang rnenoropbn PL T8 ,., J"lcebun d&Jarn d1p:lf"O'lfn!ledan 

202, 2022 2023 1<.em�an Pert111ni.n p,tMtlpan PembukMn k"abupatenlkotll ptngl'lni l  
t.-ianT•npaOaka'" kal.a��yqraw.n 
!Pl.TB) ictbfikatanaeca,a 

-

Melskukan pcmantau.n Teriedlaoya laporan 
dan tv.11luast petall11n11n petn:11ntauen den ovaiW11N 
kt!WBJJban�p pelabanaan keweJiben 

142 parusahaan pe,'KAl)Unan aeciap pen,unu,i, '1021 2022 2023 �tnanPert.a.run ...... .....,,..... .. ........, ..... 
�entatwtoan _ _.. ............... 

14 3 1 TMMll'IWlulye 
i(TPAdisetit:ar 

Meningkatllan leer..,. peri<ebvnan keltpe ti/Ml 
Kelon,pok Tl!'II P41du• AIJt 
(KTPA) yang terlellk 1-4 3--2.. Tenalia..,,.,,)'a 

.. 3 OIMkfla, perkebl.Nn -- 2021 2022 2023 l(�w,en PertalMtl 
--- ----- -KTPA,-,g 
�danQDun --

�= .. -

r..-,. 
-- ---

144 -""'""' pt!ITl$rbUanlltik .. 2021 2022 2023 Kemtint«ien Pertanien Cl'totspot) ke.bak•,.,, (hot.&pOt) kebek.afan 
tah•n dan kebun �t,•n den kebvn Natl '""""" 

14 5 
Menyusun Pet•turen T ertiltt'l)'a per.t\ffan 2021 2022 2023 Ktmonwian Pertan� l91'kait ICTPA tmkaitTPA 

15. Pfo0,#11 PtiftuNMn &nill 0.. Aumah Kaea fQRK} NC#• Mia Mtitor � � daft laban 
·--.anya 

_ ... penyempumNn 
pedomanstandw pe<fomenstand• 

151 penghifilngan dan penohit:ungan d,n 2021 = 2023 l<amfflerian Llnglwngan 
lnwntans:Hi si�n l��IIMPIMl'I Hildu� d:an Ketlutanan 
Mfl>On ctan eTni GRK Cl kMbon dan .niill GRK cl 
--- ----

_,...,,_ T«'MldilnyapedOfMI, 

152 tel<nt:ti "1C19fli.,,,... ORK tetcnls�"""'IORK 2021 2022 20>3 KemtnteriiP l.Jnglcungan 
dii tub sddor pe,rk•bunen elf sub Sd:t:or perkebunan Hldup clan KlilhutlNln 
ketapa� kelapas<Mtt 

�11"1¥91'1C1r-- T era:fianyai taponn 

--- � ....... ORK. ... -"""- --- 2021 2022 2023 -p------· ---P«!Cldik -

M-,iy\Jsunda1.dN• rtniusunnya datob.tJ• 
nilai sirJ1)anan katbon dan 

154 �terbit,.lel tm11aGRKyq 2021 2022 2023 _...._ ---
.,.-.GRK� ..... �OWtMCIOf 

---

Menyusun reocana 8kll 
mitiga&i penurun1111 tmlltl Tcnedianya rel'ICtna aic.t 

155 ORK secara tar1nt-er1t1 mitigasl pen1J1Un111 1m11! 2021 = 2023 l(tm-,,lerlan Perta1111n 
dt perkebtni!ln .keNlpt GRK seeara rffint19r111I 

dwl�,.._,WMC 

Pelabariaan aka' --
150 �ti. i:,,err,aruuanis.n penlA'tln� omit! ORK di 2021 2022 2023 l<ementerian Pertarun 

W!!fifika!il pt!ftt.lrunafl tmltl 
GRK di pe,1cebunan •twit perkabunan ktl•pa MW« 

1&.. Pmlgukuran Pl!l.apann ct.an v..tlll:Ml � � � �.atfionlMRY) poliM9t penu,unan .,....j GRt< �• k.eCapa ....... 
16 U. TmNdllln)'9 

-----MRV-
petlOl"UNft .,,_ ORK ci  

1e 1 pe,AUf\M\<ln MIiii ORK di po'·• 
�n�l«llaipe11W'll r.............., 

penur\lnan emlal lperkebuMn utape 11� 

MMngk:atkan kapMIIM T�lWly� 80N,-ng 

182 -Day,- --
(SOM)_,,_ -panguk,,• 

..,ORK --
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-�· '1021 2022 2023 H'dup dan bootanan 

2021 2022 2023 --
---

, 
2. "'"""'  ,.,_ 
3" 8RG 

. -.. • Pemkab.lKot• 
e. Pe!aku \JMtla 

' ....... LH< 

2 -· 
3 Sadan Na$JOOal 
Pi1n1ng5JUlangan 
lltncana 

• 8RG 

·-• -
7. P<lllkuUMN ' K"'1'1tnLHK 

2 BNPS 

3 8RG 

· -
5 P-
�Usaho 

I Kernen LHK 

2 Kem� 
POTT 
3 BNPB • BRG �--. ....._ ---• -

7 PclmwUuM 

I .....,, lHK 

2 IINPB 

,-� 
KhmMologi dan � 

•. ,_ . 
P9nerbangan <Ian 
MeattkS• Nasional 

5 Pwnpov ·-.......,.,..... 
,. � u-tK 
2 K<men ... 
PDTT 
3. -..,.n 

◄ --,,. ....,_ . .......,.,_ 
1 �tain 
2 8RG 
3 Pempfov 
◄ Pem-

5 ,,,._.,..... 
1 -
2 BRG 
3 Pemp,ov • Pcmkabltt.ote • PelakuU .. NI 
1 Ksnen l.HK  

2 ""° . ._ ... . -
� Pe[alwU .. M Program penurunan tmlti GM 

1 -- R1.mah Kac, (ORK.) pada 
uiklor lthan 

2 BRG 
3 p_.. .. 
5 e.,...,.-.. , Kernen LHK 
2 BRO 
3 Pemprov • ............. 
5 --
1 --
2 BRG 
3. ""'"•""' • Pamkab/Kot> • P91akwUMNI 

1 "-
2 1!RG 

- .,,  ""' • Pemkab/Kott ProgramF>�naan 
5 Pe4a.ku V1tn1 Evaluali dan Ptllf)pOl'M 
l Kan.- (PEP) PemMngun.n Rendah 

2 BRG Ka<bonC"""K) 

3 """41r .. • p-
5 P4ilak:uUMhe 
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17 _ _ _  ...... _ _ _ _ _  � - - - -

T ersedi.ny, data lahan Malala4aln ldenbf•Ki 
lahan kriM rNUl)Un lilstus IC/ibt.denttlltut KtmlllnUlfian Jitrtne dan ,,, kepen,M;an di CMlam dan 

kepemHcan dr �m din 
2021 2022 2023 Tata Rua� .taudl"-�n 

lrtltlcillaka'waan __ .......,,. --....,, -·-
Kementenan AgntM ctan 
Tata 

Mertyusun � oan Tenwunnya r@gt.Jl-asi din Ruang/Ba<IM Ptnlnlhan pet--- �t..,.Mr'ai 
--

172 -- ....-..-- 2021 2022 2023 

�ill'llanlftklit5 �nlahan b:111 

-.oe-.... -
TllaRuaog,'Oodln 
--

�ban91,1t1 ••dnw T..-..cklinya oata dltRf 

17.3 pertaMhan oan lahan �n•Nn dan hlh•n 2021 2022 2023 kttti'.i df perll.ol:luntin krltl& d!Mletor perf<.ebun11n 

..,_...,, --

Kamentetiin Agr1t11 cta,n 
T ... R_ r..-..._ ...,. __ 

---
--- ---

174 Mirta keMwelen .. han --- 2021 2022 2023 
l:rili• untuk� k.eMlullan taihan kntll 

unlukrtneftNII 
pamantaar1n pemanfNt&n 

11. Pwft.,..utan Unbah Kelap11 Sawlt uncufl penlng:11..._ rar,W nital etc.onomi 
Tl!r'Mdlln)'II hasil ka111n 

Uela�•�klM'l•n danbtrb.lgal 
•tud1 kelayaMn lll'lllfll ��n lernang tell 

,. 1 -- catl ptmenfaatan lirnbatl 
2021 P""ctlnli'ffNhe# ..... _ 2022 2023 ...........,,,__ 

--- -
berbagai leeptntln;an 

: """"'"'!:lernoan,r-• --ega ,.,._ny1 -•<C>YI 
.wsiless to �  -IO-

,12 ---·--
--bota"II-- 2021 2022 2023 --

w,bagai btth,n Oliku sebegtl bahan baku 
berbagai induttr� olra be/big.el !nctustri, din nirl 

MeningllatMn wtegrfli 
l"""",.-w-•"YII j .,.,,,..., 
--

113 --- -- 2021 2022 2023 _........, -... - __ ,,. ..... 
dan pMti• ntun 

19. Program Penlngkalln Pem2"f.ulan Produk Kelapa Sawft SebaQai Energi Tefba<ukan Dal.am R•ngkt Ket:ahan.11n l!!'."-'01 
19 1 1 r.,.ecuanya 

2021 2022 2023 ---
-- -E-

-- •••.L --.,..--..• 
?tmanraatan Pllm Oil JU'T'lllltt br)lt:ema t<ementeoan e,..-91 dan 19, 
WEffluent. (POM6) 

pen.n:1ne1n ktlapa u'MC 
Sumb« Daya Mln.,al 

1ebag,al en«9y dengan Pfit11Uhat.H'I 2021 2022 21123 
teirbMJkan U_.Ntgara dalam ..,...,._POME ._,._g,_ 

WAKl\J PELAKSANMN lnstarl,til'lMrl04ill0• 
No -(AAN KS8) Mt-...,M (RAN KS81 Peftang,gU-"9 J.wab 

2022 I 2023 , • ' I I • 
0 ,. " u ' -- ' , ,t.. Pb_,.., c.,I.CKEl 
20. Program Percepab'" fHUIHI kewajiban pe,usaruan dMam memfuilitasi pemt,,.ngunan kebun .... ..,. a.awlt bot"-anfutan bagl mny■,■ht 

T.,......,.y• � 
-- po,-.. -

20 ,  ---·-_.... ... - 2021 2022 2023 � Ktbu11. �--� 
111.elapa taWt mny.,..kal kebun keNlpa sawfl 

m11yat1bt 

-- T•�m:-panbail( 

pobikmer,gono, """--
-gan-rancangan petatur•n ranceng1n penrturan 202 tenting IHJlltlll 2021 2022 2023 

pembangunan l(ebun tontang l•lliiasi 
ic.lapa Mwoii mny•raut pembl,,gunan kebun 

--� -- --
21, Progr� Mdu:ull..n �..-..•• sengMU L..h.iin �nan Kehlpa S.nril di t<awuan AN• Peft99'1n11-1 LA!n 

211 

212 

Mernbent\Jk; Tim medlasl 
penanganan fft10l(.o(8 
lah,n din maa.kubn 
---_....,.. 
lah8fl�uwi(i 
--
penggunaan lain 

--
---
mea,.., 

lt t 1 TOfbentuknya Tim 
m� ponanganan --lllhan 
__ .. 
21121�• 2021 2022 2023 _ ,. __ 
kem..-r.puan dltlam 
£tlfltlng1Mn sengbta .... 
T__....., 
-- 2"21 2022 2023 ---

�.,-�.,. 

Kemanterian Pane.Nan 

Klmlrunan Ac,ena dm , ... __ ,,__ _ 

K.emi!ft:Mlln�-
Taa �&.o,,,, 
Pertanahan Nulonel 

1 Kemen L.ttK 
z Kementan 

a BRG 

• -.. • -• Polaku \Jsaho 

1 Kttneri LHK 

2 --
3 _, • .._OY 
5, PemkabJKota • Plllftu lkaha 

........ ..-.. 1 -ut< pe,nanfutan ..,._,�(GM 
..,.._ritar) �., up•1• 

2 Kem"'1'tan �nuru�an emtl,j 00� dalam 
porfl:cbunan kelapa ......,, 

3 8RG . BIG • -• ·--

1 Pelltll;U Uiaba 

1 --

2 Komenlan 

3 ""° • BIO 

5 -
6 ...,__ 
1 ....... ._.. 

1 Kemenlto 

2. -� 
a'ISuma,.,Oaya ..... , 

3. Komen I.HK 

• BPOl'KS -----
1 -ESOM --

2. Kanan LHK 
3 BPOP1<S • Pttak't.l lJHha 
1 1<,ma, ESOM 

2. _,UIK 
' BPOPKS • Pelaku Ltu1ot\A 

1 ·--
2. --
3 -BUMN • Ptmprov Pro,ram pe,n&nlHCln proou91: 

• p-.., ic.i�a sewn seb•�I ,umber 
Margi tertawukan • --

t"«>gran CJII...,.. ._..,.,wl wT ..-
lf'ltlwt:tll len,b.aua Prov. SUfMd yq ..-uM 

P9ndulilung ..,..,. prog,.-. pad.a RAN 
KS8 

I 1 

, ....... ... .._ 
1 ..,_UIK 
3 ........... • ...,,,.OY 
5 Ptmkab't<Olei 

l'rograffl peng.o!Hf'l IDn • �-lJsaha 

,_ --d:tin HGU .,.._ tebun 

"TIWPN --
Kemei, LHK 

3 Kemendagri • .... ,... • -• -Usaho 

I -

2 -utK 
3 • ...,,,.ov • PtmkoblKo<a 

I - Pf�percapetM , ...... 
2 -utK ---
3 -agn --

ltebtm ktllapa NWI • "'"""·· berktlanjvt:Jn IXlgl m■-yarakat • �lilah/Koca 
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:>13 --
---

21 J 1 Tllreediany. 
�w.tluasldM 
rtkornendasi pel'l1ng11nan 

2132--___ .. _ 
perktbun� kd•� SIWR 
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2021 2022 2023 

20ZI 2022 2023 

22. Program Penyole•�•n atah1a tahan uHha perkebunan k6C.lpa a.awl: yang terillOJkal d•am kawasan hutM 
--- T�alalua _._.._ ---22.1 --Y""II 2021 2022 2023 
i�sidlilam � )'Wtg � 
kilW8Sf!ltt huuin d.tam l:aweisan hul»n 
Menyelaaikan T�kannyg 
-- --

222 ---- ...., ___ 2021 2022 2'l>3 
di tSatalrlmn � .,_ ... __ 
nulM>ta....- hutMtanaman 

I'-'-�•"· 223.1 
TwMCfJanya data lahln 
-·--

•�dM --........ --t.hiln pEll'Mbunln kditpil 
22.3 Mwit masyarakllt y� 22. :3.4 Terstdiany1n Wl 20Z 

T-,lndika&l dtltm databfle Clan Pta$ll 
UINN:lln t'luCM �dat!I kd1on 

---
---
kawelanhut.n 

I MelSii:Ukln flli!ttl� 
="�n��tau:!" perneoo:han PtrJYlratan 

22' Inn Ptt� toUai,, .................. 20:,1 2022 2023 --- --
---_....,,_ peruntuitan i...waaan kebeftda•nn-r-$C!OO!um 

Ktm.....-tanAli,ftli,t den 
TecaRu:an;,BadM __ ..__ 

-� 
HldUp dan K«lutlntn 

---.,,oan-.. 

Kt,Nnteilim UngkUftg&n 202 Htclupcfan Klthut-.ntn 

---
..... Clilft� 

23. Program Legafitas llhan ha■il pen!f'OloPi■n aiatut �bunan yano tol'tndikaai dM.wn k■waan hutan dan pen)'l!4N■lan H"9kat■ lahan 

!ahan �-;·eng1ca �;l.banellllm 
,etotrna ..... � ---

23 I lindak a...,. ,..,,..._aliffl --- 2021 2022 
l,tatlJ:s �Mn yang "°"�" -
lflfh'ld!l<.ir3ict.llM p-,t:tbuft1111'1 � 
k.awasan hut■n Tennd.-CHl dalam .. __ Tltb4nyasetUOkat l'll"I 
--- ---

232 --- r..-relonnlaigrena 2021 2022 lel'fUl:�IM tind•lla.njUi�n 
Nngketa lahlft s-Oke!a llhan 
erlcebun.M MIIPt" sawil p,ttk«)unan keia� ttwit 

2,4. �Ml Pen)'da:Nl,lin ■Ult&-■ I.aha, ulf.lih•pei'MbUMf'I yq\etl...-... didolbttlnga'nbut 
--- �-,,.,........,_. ....-,...nyang•-

24 I MStem tale kt!Oq (lat.a artd dlHJn. def199TI 11.iem 
htdfOJog,) fteotlst� tatfi ktfOla (tata htdrOloOIJ _ ... �lttomgambA 

2421 1--
-----yang 
•;d;aM ==-�:� 
S8'fl'Amuyankalytr,v 

MetakUUn prandltaan I-'• 4J ,.,��YII -· .. --- �-l4 2  ..... ,.,_,...., ---t�drlillkOllltWl'l � �ya!MM Y•� gamw lerlndili:all di ekoslstllt'n 
�but 

raiiamiJaA • uvr--n•n -..11p;1 •• -- 1,........,,.. 
251 -·-- ---
-- -----· 1Si,4U kefenagakarJNn 
Meni�n kueldes pondid1kan dan l)lltt1h1n keder nOfJM bdtr notma 252 kiilC.e�jMn dan ahll �dMltli 1<3--
-- IIMlllll\.!BI,. 
Men,� IOWUsasi den chemintHSI rtQU!ni 
dan di!.flrfflnisael r•9\l'le!il �• peru'!lahun Oan 
it.pada pen,it,hlil•n <hm pet(eouf'I kfflapa HWlt 
pekebun U,� MIWit mel1,uti penyampalM clan 

253 --- -
- �Kl.MM 
pamasa&ahWI, 1<3, Hfbl --
J am.nan soMI tlettn19"ket}Nn HOttt 
kettnagakeq .. n ·-
-� --
-K3-jllrinan �-1<3-

25.4 --ooslol....__ .. ket�anuntuill untUk 1.tSeha p«k.tM.man useM pe,kebunao k•l•pe 
kelap;111ewll � n.MA 2.6pw1n,1 
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2021 2022 

20:,1 2022 

2021 2022 

2021 2022 

- 202 

20:,1 2022 

2021 _, 

2021 2022 

---
2023 Tatl Ruans:;' BldM 

PM.-nahan Nulonlll 

__,,.., ....... 
2023 T•• Ruatl9'8ao.n 

Perteinahan Nasion• 

___ u.-,,_ .. 20>3 �dup ct.tn KehuteMn 

2023 

2023 

---
--� 

2023 

202 
---
-

Ktmllnlenlln 2CZI -

-
2023 -

...,_......, 2023 Ktltnagalctll}aan 

1 -n 
2. K,menl.HI( 

3 -. -• -

' -
2. -ut( 
3 -"" • P«nkilbr'KOW 
I ·-
2 -Ut< 
3 -. Pemkab'Kota 
I Klf'ntntan 
z ........ l.HI( . ---
4 - Jengkeca leouft �a&ape S8Wll 

I Ktmenian , ._  
ATRIIIPN 
:t -• Pemk1bll<ota 

I -
z -
3 ............ • --
& PemkaM((lto Program PfflOtlc)lun hutan I --.. 

2 -
3 Kemendagn 
4 Pemprov • Ptmka� 

' __, 
2 o<omandagn 
3 Pomp,ov • ·--
I -
2 -
, """""' 
4 P■mkabl'Kot■ Pfogram penytf•Hian statu 

llNl't us.aha �an yan 
-.. -....... 

-

1 -
2. -.. .. --
I Kemtntan 
:z_ p"""""' 
:t --• -..-

1 Kemenlan 
2 Dadan Program penga>wan 
Pttlyelaogganan bberadaen Mli•�kilt Adil 
-- -�---... 
-- ..... 

3. .._,., • �°"' 
5 Pelalm usaha 
I -
2. BP.JS 
3. p_,.,,, 
4 P•'l'tluibn<.Q'WI 

5 Ptlalwunha 
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No •-l"A"t<61) 1Ww•a11 CRAN J(88J 
WAKTU PEI..AKSANMN 

2021 2022 I 2023 
1 I ' I 

E OI.,, Uw.11.k ,, ..-., .,.- - - I':" ... ,. " ,...'1'-4 -, 

.._ ___ ...., ____ 

_,,...,... .. .,ogj Tetl8dlln,ti PtU1 iaht slnttegl 
20 1 -�-- konuWl!Slrlgkatnasion8', ""21 2022 
_ ... _ pl'QWWdlfl � 

2011 - -""'""''""- 2021 2022 2023 

Meq,-,lltklltrol 2622 - -· 
2112 90uali$a$ISIMR'lttrufb.si penahNn daft pel:ebun,.. tsro �.niaallSPO = 2022 2023 

'Z7. Profit.Ml� PaliMtUMMlaftMbti ISPO u,itiM pwu1W.11t1 _,.,..._,,. 

Melok--,roif9ool M,tqklln!li,,,,;,hJl'l>,l>un 
271 ""'""""'l>li-••" �ll'lln'ell.h�WU: =, 2022 202> 
--""' --ISFO 

,,,, __ 
-P\JPdondam,dl ''""""""- 2021 2022 2023 
peleksan• penilaian USif» �-·" -

--- 'Zl.J:1_ .......... � .,.... __ ... ---
272 IIIMP_...0.-..... --- 2021 = 21)23 

--·-- -
p,nyarililmencll� 
1ertrflkMISPO 

1.-..:nl'\n;,,in __ .. ftUM!nllJ• j1111.,Wln 
27 3 Ktmiraan ..... � tamoaan..,.._� "'21 

Nn.....i..J..-unaia__... diiln......_.""Ul'U 

....,.._.,.,_ _.__ ,,. ISPOwM,.._41,n,wa --- = 2022 2023 ... .._ 18"0 

__ ....,. T __ ...,. 
275 ........... ..,_ .. ... �......_ ... 2<121 

-ISP() _,sro 
21. Proyn ,-plenao,run cliplofflul, pro,notl da,i ad\lobu' ment.1,lw Mlbttttriffl1:.111 ISPO_,.,...., � 

28 1  

28 2  

28 3  

28◄ 

,.,. 

--d\llOOIOli 
...., ......... aPO« 
.... -

--
--_.,.., . ._ 
lntemaswt'\91 

----
---
ISPOdi&,guttlttmltlonal: 

.......... PIO'l'Otl .., __ 
�anlSPOdl� 
lnt.masianal 

---
119g11:19-Ng .. � 
tnelall\i berbapl progl'IM 

T"""'tanyoM!egl ();po<--_ISl'O .. _ 
-

T--
--- 2021 2022 2023 ISl'Odl...,_ 

T---
Olnld\llOkNiffll!!n.lU 
� ISPOif.._ 2021 2022 21)23 

lr'l'tornnonal 

T----
--- 2021 2022 2023 
ISPO di bngQI nenaslorat 

'851T--
-- ''"' 2022 = to.nM.ll'l'llft fflNilul bettagli 
P<O!J"" 

--
--

' 
1.1y,.pp:_,. •· .. 

Kemenleli!t\ PINlllilll 

�n� 

---

_,_ 

--

--

--

�l• ..... 

--la-

---

KAmenlerill! P•dq1f19111 

KlmtnttntnL•Ntgtri 

--· ....... -.-CPO ..... 
PtndulWng SUIMllyJ119Mllli.,_,.JIIOJI• 

pads RANKSB 

I 7 
. 

, K4mend•g 
2, 81AIIS1andarisasi ""'"'" 
3. P-,,p,ov 
.__ 
10. -1/sft .....,_,.., ... 
1 Pemp,ov --

ke1"<Jogo...,_ 
2, PemkablKof.s 
3 "'""' l/,al-� 

I -,-
2 -,, ,...,..,... 
' """"""' 

2 --

----
3 _ .,.... .,.., ___ 

-

1 _o, 
2 -
1 
2 -
3 -• PelllkU l.lSabii 
1 Kl1111nLHK 
1_ KMWl!AlR.B'H 
3 B8N 
• BPOPKS 

, ..,,,.._ ,-. 
J. -UIC 
a SSH 
O. Bl'Ol't<S 
e PwlllbJ 0aa11a 
I -
2 -.. 
3 _,UIC .. 8SN • BPOl'l<S 
& ""'"'� 
t ,... ..... Ntgeft 
,_...,_ 
3 -Ult ---

ISPO 
a BSN 
5 8P0f>KS ·--
1 -

,_...,_ 
3 !Wl'Wllt6C. 
a, BSN 
5 BPOPKS 
,.. __ ·� 
Z.�•n 
3 ASN 
4 SPOPKS 
�--
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Matriks Reacaaa Alesi Qaerah 

... �1,i....-.0,0) SWl[eellltan 
-- I WibuPelal:•11.11• ·---) I ,on I ZOU I 

l I ' ' • I ' 
._ _____ .. _ 
L-------
1.1 --- Mi!fftuUfl��d .Jurruhblllw�� 

'4trt.-bunan petbburunyllf'lgdii,etb1111i � 
�bl.I 

�taPb�MIII� T�Ab---� -......... _._ _._,.. T���ffl 

u l�U$1 SMem lnfonnn,i Ptnlft)laan °'1• dal•m Sk.1em .11,mlahl>atlda�m��tnform;nl 
�O.C,,th di Bldq lnlorm.nl-Pw!mertn:Q11311�e,.1hdl �rntffltWlan Cbctr.th di 81da.\C 
Pembangunan Dterth 8it;lqP'l'nbaf1iJJN'I� ��� .. � 

L3 ��*---- Ois.CNITI: joes..Ota Sll«kal:) ��Gintll:IO'IW5tffitlld 
�il'l�J�&tlk 

Sfflkd pe,tlnMn JumNfl.Nl'Nh tata,) pM,lt\lan. 
----

--- �-�baSI� ,,. 
P1t1datl1t1 de11g:.sh mlfll�AJINliWI Jumlah PtfVSMlaan 1at1J ffllnllSI �ul ........... , ......... ---
--""""""--
perunlon 

lvmllltl ,-,�an pertltllfft 

l..4 �Md.leak)l(l$1 UJ\dMfrtCdatlPKS J umlftl Pl� pe,woli!Nfl jPICSI y;mg 
(lcootdlMl)Pifbnk�n �data!itit� ... 1-...._........,_ ....... �,---•.:m--lllltMt-'IPI .... 

u � DftJ, Kofflodtt• .............. __ "" T�pm lmmad1M Pffi,Pbunan 
'flteblll'lan otfll,lfl Mtt.t,dt, GC5 tut�nbbuf\Uwild��� 

sektor cttblt perktiblln..,. kflap,ai ..... , 
�petahn� ... T�bslbtotct.aa.� 
_ ........ .- -· 
pe,qkMclillli!Uh rMbll., � 
dan IMS:Yirikat di lol:a,I 
perbbunim 

---- �SOM�_......,. 
anwtntirk.asi�IUP' T�'(ldatalUP llntHK»h.lp.,ten 

P.,,...t .... ll--=inpelit"'-tlWi11 .. ,__ Tfft,ed�-��Ptf\lebull:,n 
...... u ... " ................ HGu T�CMill ...... dlaV..itGU ....... 

,., ,.i,pdaan sohwat• un111k TCf'MC!i.,v.ltlrltwart: i-1\0U .. llf'll)Alin,illl 
m111ndt.t11n1Prlfwan 1.-form:Ki infotlNSI ll!Oi�I cMllHl'I di bkl•r,a: 
po""'.s�dHr• lri�f\lktu, 

.. ___________ .... _____ ,. , l'lff!Yi!dfaat1 JliS10tlKl'ViKII MIIJfrMU'l��Adan Tt>rVdllt!y;ttebOOIM1t FN"'llf\lillll 
urui.nt>emK�OMl'YI ��l�v11111.tc'mf�I �lrHI pefl:;ink)n,i 

pek1Dl#ld.m�penvr,clw 

----

Meillt���,.,c,5' 1�509� ICll"911dan 
d,1n kebl/akiMI seswil m•t"C, l:ebljltlam MSIMI stratec! komunlbMd.Jn 
ll&'.lmlJnb� dilll fl!l'dN IQ!itilfbilsl mKMllklli.iisasi 

5alllldlftru,;ca,IUOWIUl'C r�;a:;a........,wo "" 
4..Pfop111n�slN!fll■nc.orpnisaslpw.,.at�hbl!fblt1nd1"1,imU5ilhlptrilebun.1n�Nwlt " H•t�ktti,tjabn Sln�tebijuM'tuHhl T�tebii;llr,.ln,,..Wd.itl 

--- ---- --
---

.., V,ldnidar.� Sinlr,onl§HI dam dan lrlfomw Pil(I; T�ffllfom'IHIUUy1rcs:lnlcronb.w 
m.u4'-l•rMWngOPD ullftlfcrNJ,ltll•m�l ngltmbllltil 

1..,,,.._�lffl,..._O--.... �lannmwlll ..... ili!b,pa ... �·�� .......... uwit ... -i,,,- ......... -�--- T-----
--- dutl ..... bum...,.,plulr: -

U:laip,1 Wiwll befblanjUCtn di 
tlr«k14b�f)lfflttl� 
k.$1..,.sa'Mt 

.. ,,... ........... �p-.-.. ................. � .......... 

.. , --- ,� .... """ _,__ ........... letutMII pida produbj fl'l"l1t:� 

Tf!'btf1Wlp}a1an �l,l\$i dD'II P�njintj.c.nprodvbl 
Wllr;ilh�� 

7,"'°IJaffl......,_cfimprl,...,.IIWll�!illMl�--Pl��Wllft ,., Pemblrlaa" J:l!ffifl.r'NII u".t-.;11 Mtmblmllt ubnpotl:-,,. ll'lmt 
Per�niin;Kefll'IA PSR &M� di d.1Umupay1 � 

��qpitan'511 

-----
J!'WllfltnMJd.wl sml.a!IYU ct..-,pn 
mil,.,pi"fUWN811 �llpii\ll'W\t 
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Jumllhlcoperasl/kebnpokunl �Iii 
melHWn•kitn kemitraa" 

udlll ......... twll/P"M';lllllt 
�biitllc&M 

j wnl-,.�.llll'filfllter�• 

o,o/Mhnitetja ,.,. OP'Ol't .. kNtle 
l'tftcUl1.1n& 

�bi•'(ffn 

• ' I • 
OlnUPMkehmMt; S,S PNMMI BPSKf/lJll(ota --
S41tr1wl .,. .... -
-- - --
"5PTIMn��l .. -- .-P8D; APBN 

lll'Sl'fMtsiSumuii ............ -
... IPS«.tt/1.oQ:SIIMU -... IIPSJ,a/o/loo;O.. -

_ ...... 
IP$ Sw.l,Q.(IAPICl;IPS ..... 

-· 

--· 8P$K,ab/lCo1.1 .... 
r»trli!J��n Per\MtlNII ltPIO,APAN 

01ia\Pmoebut11n ATR8"N, Dt,n,il #80,�N 
l(eflvUtl�; Bappeda 

_..._ - --
�Mn;a0 

-- •�.�cso --
OiMlPefl'.tbur\,jn Dinn Pettc.bun� 

Kat,/l(Olf 
AMD,APSN 

OiflMhf�n -· ............ 
AnlllFM;. an.,� ..... ._._ --ti•d• � 
B,ppeda t..p,,n, 8'0 AP80;AP8N 

Clll'IMh:rb!bUBiln BPS;GAPG; AP&D,APSN -""All•oo 

Ol��UNln 8PS,GAPKI ,  "'BD: APSN ... ,,,.oo 
-- ATRlflif\l;OIRa --

--

................ GAPICI, APM.SINOO; --
MIIIC.SI.C50;ASPEICNI 

IJniKl't:ft:ietlunan;Oit'IM GAptO; APICASlHOO; APSO,APBN 
Perkebul'liA K�il MAK.:51, CSO; AS�KP.tR 

..... _ 1Je1.-0,0, sw;11� --..... __ 
dan m,sy,1111.:at 

--- DPUOMTR;IPCPICS "'90:"APIN;WCIPKS 
Plfl'tartlm 

-.1 ..... twn) Ofnt,, P«wbunan: C9',AP80;AP8N ....,_ 
-

Dln11 Perkeoonllfl O'P\18MT1t: IPOPl(S ....,, ...... 
_. -- ---· 
DlnuP,;rk;C)unan 0..uPttltburt.ati APIO,APBN """""' 
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""' lk.pt�" (.l«!i.lls otO) ,_, ... -an lndtlt.f1orl.thar.a•{M1wibt1 ..... - ,.,, ,.,_, �, 
1 I ' I ' . I I 

.......... ,,....... .......... s.....-.�,..,11 I 
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Sotu1l,nS,p,arfn"'•-"'rH" TCt1111:HMfl'W'IIM»lalllsali,--.flltll.-.,, ....... .-......� ........ .. ��¥Mt---
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b, PfOdu'I-M �11'1 v.111a 
ffl�mbt!Yrh" bflll,t, 
r.lU"Nperli� 

�...-.. - 1......_.�,.... .......... -�..._.,., ..,,,.Pl"Cllfl"'tefflitrllf! 
I, p,oi:Josffl btl'IIII �nl l'l!lmii l�I 
tebun s_.., M• 

... ..,� ...... .,.,. 
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c.lUM/'f,.,.� 

11.,aelala.Ml Pe11...iu,nSortlf'.Ut ko<to1-'1 l•l!I" ¥1fll tenert1ta1nl 
l«llfl�miN!Wlsillmi .......,.._.._._� 
... YMW�bft191--....., ___ ""'"btt.,;li 
IH,tlwti1-•1 

.., ���II ,, ... � ....... ,,.. --,,.h�.,-.le'le ..... ......V 
IWl:ttlwlan�STDI .,,....._,_ .... � ........... 
(Swtt'flllllNOtl'tat..,_.'t'II 

l'tf'llltCQtll'l �gt.11\Nl'S pupuk peuni YlnSIMfmMl)eten mMt.itJlth lh.n ...... --.U:UNU"I�� ... � .............. � ..... .....-... o.u,_.,.,.._..,..,..� 
-..�brn-,1111U1blppel,;�n 1-ihbw5Milb1N•pN""" _..,liwii 
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